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ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of competence, regulation, political 

factors, accountability, and internal control systems on local government 

performance with the quality of financial statements as a mediating variable. The 

independent variables used are competence, regulation, political factors, 

accountability, and internal control systems. The dependent variable used is local 

government performance. While the mediating variable in this study is the quality of 

financial statements. 

The population in this study were all employees in 26 Regional Apparatus 

Organizations of Wonogiri Regency with a total of 8,802 people. The data in this 

study were obtained by questionnaire. The sampling technique used was purposive 

sampling. The sample in this study was 97 people with certain criteria. The data in 

this study were processed with SmartPLS.  

The results of data analysis show that, competence, regulation, political 

factors, accountability, and internal control systems have a positive effect on local 

government performance. The quality of financial statements is able to mediate 

competence, regulation, political factors, accountability, and internal control systems 

on local government performance. 

Keywords: competence, regulation, political factors, accountability, internal control 

system, performance, quality of financial statements.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, regulasi, faktor 

politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah 

daerah dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediasi. Variabel 

independen yang digunakan adalah kompetensi, reguasi, faktor politik, akuntabilitas, 

dan sistem pengendalian internal. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 

pemerintah daerah. Sedangkan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kualitas 

laporan keuangan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di 26 Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan jumlah 8.802 orang. Data pada 

penelitian ini diperoleh kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 97 orang dengan 

kriteria tertentu. Data dalam penelitian ini diolah dengan SmartPLS.  

Hasil analisis data menunjukan bahwa, kompetensi, regulasi, faktor politik, 

akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan mampu memediasi kompetensi, 

regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

Kata Kunci : kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, sistem pengendalian 

internal, kinerja, kualitas laporan keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari laba atau rugi. 

Karena sifatnya yang nirlaba, keberhasilan suatu organisasi pemerintah juga harus 

diukur dari kinerjanya. Kinerja lembaga pemerintah sangat erat kaitannya dengan 

akuntabilitas. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait 

dengan konsep akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat mengarah pada 

pengelolaan pemerintahan daerah yang baik untuk kepentingan rakyat (Jatmiko, 

2020). 

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran sejauh mana tujuan atau 

sasaran instansi pemerintah tercapai, sebagai gambaran visi, misi, dan strategi 

instansi pemerintah yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan serta kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan (Edowai et al., 2021). 

Istilah “kinerja” sudah sangat dikenal dalam implementasi tata kelola 

lembaga pemerintahan Indonesia saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Hal itu terlihat terutama sejak dikeluarkannya berbagai regulasi terkait reformasi 

pemerintahan (Nirwana & Haliah, 2018). 
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Dimensi reformasi sektor publik tidak hanya pada perubahan format 

kelembagaan, tetapi juga mencakup perombakan alat-alat yang digunakan untuk 

mendukung berfungsinya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, 

efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga cita-cita reformasi yaitu 

terciptanya good governance benar-benar tercapai (Afifi & Nugroho, 2018). 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dari 

reformasi pemerintahan, bahwa diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic 

planning) yang telah ditetapkan (Nirwana & Haliah, 2018). 

Pentingnya kinerja pemerintah daerah dipaparkan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan. 

Berbagai peraturan dan kebijakan pendukung lainnya juga telah dikeluarkan 

untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 105 Tahun 2000 (PP Nomor 58 Tahun 2005), Undang-Undang (UU) 

Nomor 17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU 

No.15 Tahun 2004, dan PP No.6 Tahun 2008 (Nirwana & Haliah, 2018). 
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Setiap lembaga publik harus dapat memberikan informasi yang jelas dan 

transparan tentang hasil kinerjanya, sehingga publik dapat meminta 

pertanggungjawaban. Tuntutan pertanggungjawaban penyelenggara atas amanah 

yang dipercayakan kepada mereka akan semakin meningkat. Sebagaimana 

diketahui, tujuan utama dari sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan 

publik (publik service), bukan untuk memaksimalkan laba (Azlina & Amelia, 

2015). 

Kinerja instansi pemerintah saat ini semakin mendapat perhatian dari 

masyarakat karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka 

terima dari pelayanan instansi pemerintah. Seringkali masyarakat tidak 

mengetahui pelayanan seperti apa yang sebenarnya diterima masyarakat sebagai 

warga negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan 

pelayanan untuk publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah 

bagi publik sangat penting dilakukan demi tercapainya kepuasan kerja pada 

masyarakat (Azlina & Amelia, 2015). 

Menurut Nirwana & Haliah (2018), berbagai upaya evaluasi terhadap 

pengelolaan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia 

menunjukkan hasil akhir yang kurang memuaskan. Fenomena tersebut yang 

menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang 

ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan 
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pelayanan dan akuntabilitas pemerintah. Fenomena ini menimbulkan 

ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. 

Pemerintah daerah yang kinerja pertanggungjawabannya buruk tidak akan 

mendapat dana khusus untuk program pembangunan, pengairan, pembangunan 

jalan, dana desa dan lain-lain. Sebaliknya, pemerintah daerah yang mencapai hasil 

evaluasi yang baik akan mendapatkan alokasi dana tersebut. Pada hakekatnya, 

kinerja instansi adalah sejauh mana hasil suatu kegiatan di suatu instansi 

pemerintah tercapai dalam hal penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Azlina & Amelia, 2015). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, 

diantaranya yaitu kompetensi. Sumber daya manusia yang kompeten akan 

menghasilkan laporan keuangan serta kinerja yang berkualitas. Kompetensi 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu institusi. 

Kehadiran pegawai yang berkompeten tentunya akan mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan dan berdampak pada kinerja pemerintah (Nirwana & Haliah, 

2018). 

Kompetensi diidentifikasikan dengan mereka yang berkinerja lebih baik, 

lebih konsisten dan efektif daripada mereka yang rata-rata atau bahkan sama 

sekali tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi merupakan 

salah satu penentu tinggi rendahnya kinerja seseorang (Mulia & Saputra, 2021). 
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Semakin tinggi pegawai yang berkompeten, maka semakin baik pula kinerja yang 

dihasilkan. 

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah 

adalah regulasi. Regulasi menjadi sangat penting karena menjadi dasar untuk 

memulai reformasi dalam organisasi pemerintah. Beberapa peraturan yang saling 

bertentangan berkontribusi pada buruknya kualitas laporan keuangan dan akan 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Kuasa et al., 2016). 

Masalah lainnya adalah regulasi yang sering berubah. Peraturan-peraturan 

sebelumnya seringkali belum maksimal diterapkan ketika tiba-tiba terbit 

peraturan baru. Akibatnya, pemerintah tidak bisa menjalankan kebijakan secara 

maksimal. Suatu peraturan harus disesuaikan dengan kondisi daerah dalam bentuk 

peraturan daerah agar lebih mudah dalam pelaksanaannya (Nirwana & Haliah, 

2018). 

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada publik telah diterbitkan 

UU. No. 25/ 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur dan membangun 

kepercayaan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik, agar penyediaan layanan publik menjadi berkualitas serta 

memberi perlindungan kepada pengguna layanan, sesuai dengan norma dan asas 

hukum secara jelas (Idris & Konadi, 2012). 
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Jika regulasi diterapkan dengan benar, maka informasi yang diberikan 

kepada masyarakat/publik akan akurat (Kuasa et al., 2016). Semakin tinggi 

penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja pemerintah yang dihasilkan akan 

semakin baik. 

Faktor politik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

pemerintah daerah. Faktor ini memiliki pengaruh yang besar karena fakta bahwa 

karakteristik khas sektor publik di Indonesia, khususnya pemerintah, sangat 

dipengaruhi oleh keadaan politik. Faktor politik dapat berupa intervensi politik di 

bidang keuangan dan ketidaksinergian antara lembaga politik dan proses politik 

dengan domain administrasi pemerintah (Nirwana & Haliah, 2018). 

Politik organisasi sebagai proses yaitu setiap aktor atau kelompok dalam 

organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria 

atau proses pengambilan keputusan organisasi dalam rangka memenuhi 

kepentingannya. Kepentingan-kepentingan itu sendiri adalah kepentingan 

pekerjaan, kepentingan karir, dan kepentingan ekstramural (Siswanto, 2007). 

Berbagai perilaku politik yang berpotensi mempengaruhi pemerintah 

antara lain menahan informasi kunci dari pengambil keputusan, bergabung 

dengan koalisi, menyebarkan rumor, membocorkan informasi rahasia ke media, 

serta melobi untuk atau melawan kepentingan individu tertentu atau untuk 

keputusan alternatif (Nirwana & Haliah, 2018). 
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Faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selanjutnya adalah 

akuntabilitas. Kinerja instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap 

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan mekanisme 

pertanggungjawaban oleh satu pihak kepada pihak lainnya (Jatmiko, 2020). 

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban bagi penyelenggara kegiatan 

pemerintahan untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala sesuatu yang 

berkaitan dengan langkah-langkah dari segala keputusan dan proses yang 

dilakukan, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya (Edowai et al., 2021). 

Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. 

Selanjutnya terdapat sistem pengendalian internal yang juga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian 

intern merupakan hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Fungsi 

pengendalian intern adalah membantu sumber daya manusia dalam memahami 

batasan dan hak dalam bekerja serta teknologi informasi apa yang dapat 

digunakan untuk memudahkan pekerjaannya (Yudhasena & Putri, 2019).  

Pengendalian internal diperlukan agar lebih mudah untuk mendeteksi atau 

menganalisis masalah yang ada atau masalah yang mungkin timbul dalam proses 

pencapaian tujuan, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas apakah tujuan 

telah tercapai (Mokoginta et al., 2017). Dengan penerapan pengendalian intern 
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yang baik, maka pemerintah akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas serta kinerja pegawai yang baik. 

Jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka laporan 

keuangan akan mengalami minim kekeliruan. Sebaliknya, kegagalan sumber daya 

manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi 

akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Alminanda 

& Marfuah, 2018). Dengan adanya pegawai yang kompeten, maka semakin baik 

pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap 

tingginya kinerja. Pada penelitian  Nirwana & Haliah (2018) terdapat hasil yang 

tidak signifikan antaran kompetensi terhadap kinerja, maka dibutuhkan peran 

mediasi untuk menjembataninya. 

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja 

pemerintah yang dihasilkan melalui kualitas laporan keuangan akan semakin baik. 

Hal ini dikarenakan semakin lengkapnya/tersedianya pelaksana sistem dan 

prosedur regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD maka akan 

menjadi lebih mudah menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas dan akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja (Kuasa et al., 2016). 

Menurut Nirwana & Haliah (2018) regulasi yang sering berubah-ubah dapat 

menyebabkan regulasi menjadi tidak berpengaruh terhadap kinerja, maka 
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dibutuhkan peran mediasi kualitas laporan keuangan untuk menjembatani antara 

regulasi terhadap kinerja. 

Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan 

transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada 

pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang 

berguna dalam upaya penerapan transparansi keuangan, dengan demikian 

penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas 

kinerja melalui laporan keuangan (Zenita et al., 2021). Pada penelitian Nirwana & 

Haliah (2018) menyatakan bahwa perubahan organisasi yang dipengaruhi faktor 

politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, 

khusunya terkait penerapan transparansi hanya akan bersifat formalitas untuk 

memperoleh legistimasi yang menyebabkan faktor politik tidak berpengaruh 

terhadap kinerja, maka dari itu diperlukan medasi kualitas laporan keuangan 

untuk menjembatani hubungan antara faktor politik terhadap kinerja 

Akuntabilitas yang terdefinisi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

terhadap kejelasan transaksi data melalui pembuktian tertulis atas pencatatan yang 

dilakukan secara actual agra terhindar dari hal-hal yang bersifat curang (Sastra et 

al, 2015). Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas suatu perangkat daerah, maka 

kinerja pemerintah daerah akan semakin baik melalui kualitas laporan keuangan. 

Hal ini dikarenakan implementasi prinsip akuntabilitas akan mendorong nilai 

kualitas laporan keuangan menjadi meningkat dan berpengaruh terhadap 



10 
 

tingginya kinerja pemerintah daerah. Menurut penelitian Binawati & Badriyah 

(2022), para pegawai tidak akan terpengaruh dengan adanya akuntabilitas yang 

diberikan pemerintah daerah. Akuntabilitas akan berpengaruh pada masyarakat 

secara langsung, pemangku kepentingan dalam hal akuntabilitas adalah 

masyarakat. Tujuan akuntabilitas adalah suatu tindakan pertanggunjawaban untuk 

memberikan informasi dan mengungkap segala kegiatan yang berkaitan dengan 

sumber daya publik, maka dibutuhkan peran mediasi kualitas laporan keuangan 

untuk menjembatani antara akuntabilitas terhadap kinerja. 

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan 

proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi 

pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem 

pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh 

bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah 

(Mahmudi, 2011). Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka 

pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan 

mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah. Pada Rachman et al., (2022) 

menyatakan bahwa pengendalian internal sebenarnya dirancang 

untukmemberikan jaminan berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi dengan 

ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada akhirnya, sistem 

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan  hukum dan 
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peraturan yang ketat, maka dibutuhkan peran mediasi kualitas laporan keuangan 

untuk menjembatani antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja. 

Laporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian 

penting dalam menciptakan kinerja yang baik. Laporan keuangan adalah 

penyajian sistematis dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Oleh karena 

itu, laporan keuangan yang disampaikan harus berkualitas tinggi. Laporan 

keuangan berkualitas tinggi jika sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) (Irafah et al., 2020). 

Laporan keuangan merupakan laporan keluaran (output) sedangkan 

masukannya (input) merupakan transaksi bisnis. Agar dapat dimasukkan dalam 

sistem pendaftaran, semua input harus disertai dengan bukti transaksi. Pelaporan 

keuangan yang akurat telah menjadi bagian penting dari akuntabilitas yang 

diharapkan dan dapat ditunjukkan. Laporan keuangan memungkinkan pemangku 

kepentingan untuk menilai kinerja organisasi (Ridzal, 2020). 

No Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 

1.  Perencanaan Kinerja 30 23,40 

2.  Pengukuran Kinerja 30 21,15 

3.  Pelaporan Kinerja 15 12,08 

4.  Evaluasi Akuntabilitas Internal 25 17,25 
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 Nilai Hasil Evaluasi 100 73,88 

 Tingkat Akuntabilitas 

Kinerja 

 BB 

 Sumber: Inspektorat Kabupaten Wonogiri 

Tabel diatas menunjukkan Kabupaten Wonogiri meraih predikat BB atas 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 dan 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih nilai 73,17, 

meskipun mengalami peningkatan, nilai SAKIP Kabupaten Wonogiri masih 

berada di bawah Kabupaten Banyumas dengan nilai SAKIP 76,47 (Suara 

Banyumas, 2022). 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kinerja 

pemerintah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Binawati & Badriyah (2022) 

yang menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, tetapi 

Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

Edowai et al. (2021) pada penelitiannya menunjukan hasil bahwa 

Akuntabilitas dan Transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Mulia & 

Saputra (2021), menunjukan hasil bahwa kompetensi, lingkungan kerja, dan 

motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) menyatakan bahwa 

Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Fitdina Aprianto et al. (2020) 

menyatakan Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

Utama (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah dan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap Kinerja instansi Pemerintah. Hermawan (2019), menunjukan hasil 

bahwa kompetensi, pendelegasian wewenang, dan kepuasan kerja mempengaruhi 

kinerja Aparatur Sipil Negara. 

Novatiani et al. (2019) menyatakan bahwa Transparansi dan akuntabilitas 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Yudhasena & Putri (2019), 

menyatakan bahwa Good Government Governance, Pengendalian Internal, dan 

Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

Fiqri & Sari (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Damayanti & Hermanto (2018) menyatakan 

bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh 

positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. 
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Penelitian Nirwana & Haliah (2018) dengan menambahkan kualitas 

laporan keuangan sebagai variabel intervening menyatakan bahwa kompetensi, 

regulasi, dan faktor politik tidak berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi terdapat 

pengaruh positif tidak langsung yang signifikan antara kompetensi, regulasi, dan 

faktor politik terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan. 

Idris & Konadi (2012) menyatakan bahwa ketersediaan anggaran dan 

regulasi dalam pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan 

aparatur. Berbagai penelitian tentang pengaruh politik dalam hubungan antara 

kualitas laporan keuangan dan kinerja dilakukan oleh Baber (1983) yang 

melakukan explanatory research untuk mengetahui pengaruh proses politik dalam 

keputusan untuk melaporkan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor politik mempengaruhi keputusan terkait 

dalam informasi keuangan yang akan dilaporkan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Nirwana & Haliah (2018) yang berjudul “Determinant factor of the quality 

of financial statements and perfomance of the government by adding contextual 

factors”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya yaitu dengan 

menambahkan variabel akuntabilitas dari Jatmiko (2020) dan sistem pengendalian 

internal dari Yudhasena & Putri (2019). 

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil 

penelitian dari Nirwana & Haliah (2018) yang menunjukkan hasil bahwa 
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kompetensi, regulasi, dan faktor politik tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian Binawati & Badriyah (2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tema “Pengaruh Kompetensi, Regulasi, Faktor Politik, 

Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi 

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi 

masalah-masalah penelitian sebagai berikut: 

1. SAKIP Kabupaten Wonogiri dengan nilai 73,88 masih berada di bawah 

Kabupaten Banyumas dengan nilai 76,47. 

2. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sabelumnya (research gap). 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini memiliki kefokusan, maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel kompetensi, regulasi, faktor politik, 

akuntabilitas, sistem pengendalian internal, kinerja pemerintah daerah, dan 

kualitas laporan keuangan. 
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2. Penelitian ini hanya dilakukan di SKPD Kabupaten Wonogiri. 

3. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2023. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di 

atas maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah? 

2. Apakah Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah? 

3. Apakah Faktor Politik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah? 

4. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah? 

5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah? 

6. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Kompetensi 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah? 

7. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Regulasi terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah? 

8. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Faktor Politik 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah? 
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9. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Akuntabilitas 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah? 

10. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Sistem 

Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah. 

6. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam 

memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

7. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam 

memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 
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8. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam 

memediasi hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

9. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam 

memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

10. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam 

memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah : 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja Pemerintah Daerah. 

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan rujukan 

dalam melakukan penelitian lanjutan yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah : 
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Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam penentuan kebijakan terkait pengembangan kinerja 

Pemerintah Daerah. 

1.7 Jadwal Penelitian 

Terlampir. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini disajikan kajian teori, review penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi alur 

pengolahan data, jumlah populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
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pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, serta teknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil 

penelitian yang dilakukan. Hasil analisis dengan metode 

penelitian yang digunakan serta uraian yang dikaitkan dengan 

teori yang digunakan dalam penelitian 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

peneitian dan saran-saran yang perlu guna diajukan penelitian 

sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Stewardship Theory 

Teori Stewardship berpendapat bahwa manajer, sebagai steward, lebih 

fokus pada kepentingan publik atau tujuan organisasi daripada keinginan pribadi. 

Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan 

keberhasilan organisasi. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan 

organisasi dengan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitasnya maksimal 

(Yudhasena & Putri, 2019). 

Teori Stewardship didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia 

bahwa seseorang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, dan manusia adalah 

individu yang berintegritas. Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk 

mencapai tujuan yaitu pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika 

tujuan ini tercapai oleh pemerintah, maka masyarakat sebagai pemilik akan 

merasa puas dengan kinerja pemerintah (Herawati et al., 2016). 

Dalam Stewardship Theory, selaku steward dalam hal ini adalah 

pemerintah dengan fungsi pengelola sumber daya dan yang menjadi principal 

adalah rakyat selaku pemilik sumber daya (Herawati et al., 2016). Implikasi teori 

stewardship terhadap penelitian ini adalah SKPD dituntut untuk memberikan 

pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal 
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(masyarakat) serta dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu 

lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik 

dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat 

pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, 

pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara 

maksimal (Jatmiko, 2020). 

2.1.2 Agency Theory 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan antar 

manajer pemda (kepala daerah) dan rakyat selaku pemilik sumber daya dapat 

digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana rakyat adalah prinsipal dan 

kepala daerah adalah agen. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah 

keagenan sehingga prinsipal mempunyai intensif untuk memonitor perilaku agen. 

Prinsipal dapat menggunakan informasi akuntansi untuk memonitor kinerja agen 

(Zenita et al., 2021). 

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan berusaha untuk 

memaksimalkan utilitas mereka. Usaha maksimalisasi utilitas ini mendorong 

timbulnya konflik kepentingan di antara pemilik (principal) dan manajemen 

(agent), karena setiap pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya. Pemilik 

menginginkan tercapainya tingkat profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan 

manajemen berusaha memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui 

kontrak kompensasi (Mardiyah, 2002). 



23 
 

Implikasi teori agency terhadap penelitian ini adalah masyarakat 

memberikan wewenang kepada SKPD. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

wewenang yang diberikan, SKPD memberikan laporan pertanggungjawaban 

terhadap prinsipal, karena prinsipal tidak mengetahui apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh agen dan dapat menimbulkan masalah keagenan (terjadi asimetri 

informasi) maka prinsipal dapat menggunakan informasi laporan 

pertanggungjawaban untuk memonitor kinerja SKPD (Santoso & Pambelum, 

2008). 

2.1.3 Kinerja 

 Binawati & Badriyah (2022) mendefinisikan kinerja sebagai berikut, 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. 

Sedangkan menurut Moeheriono (2019:95) pengertian kinerja adalah sebuah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 

dituangkan dalam suatu perencanaan. 

Kinerja pemerintah adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang 

akan atau telah dicapai secara kuantitas dan kualitas yang terukur dalam kaitannya 

dengan pengeluaran anggaran (Azlina, 2019). Kinerja pemerintah daerah 

merupakan gambaran sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 
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mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang dituangkan dalam 

strategic planning suatu organisasi (Edowai et al., 2021). 

Pengukuran kinerja adalah proses mengevaluasi kemajuan pekerjaan 

menuju tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Azlina, 2019). 

Kinerja instansi pemerintah dapat diukur berbasis value for money. Adapun 

elemen pengukuran kinerja pemerintah daerah berbasis value for money menurut 

Mardiasmo (2004) yaitu, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 

1. Ekonomis 

Ekonomis merupakan tindakan dalam menggunakan sesuatu hal secara 

hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomis 

menggambarkan kehematan dalam pembelian barang dan jasa masukan. 

2. Efisiensi 

Efisiensi berarti bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam 

penggunaan sumber daya ekonomi. Efisiensi menggambarkan hubungan 

antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang 

dihasilkan. 

3. Efektivitas 

Efektivitas berarti pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari 

keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan. 

Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran 

program dalam mencapai tujuan program. 
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2.1.4 Kompetensi 

Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang memiliki hubungan 

kasual dengan kriteria referensi efektivitas dan/atau keunggulan dalam pekerjaan 

atau situasi tertentu (Nirwana & Haliah, 2018). Kompetensi merupakan 

karakteristik yang memungkinkan seseorang mencapai tingkat kinerja yang tinggi 

dalam pekerjaannya (Kuasa et al., 2016). 

Kompetensi mengacu pada karakteristik pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki atau dibutuhkan oleh individu, yang memungkinkan mereka untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan 

kualitas profesional pekerjaan mereka (Mulia & Saputra, 2021). Terdapat lima 

indikator kompetensi menurut Herachwati & S (2012): 

1. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seorang karyawan untuk 

memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang tertentu. Pengetahuan 

pegawai juga menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepadanya; karyawan yang memiliki pengetahuan yang cukup 

akan meningkatkan efisiensi organisasi. 

2. Keterampilan (skill) 

Keterampilan adalah upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang dipercayakan oleh organisasi kepada seorang pegawai secara optimal. 

Selain pengetahuan dan keterampilan karyawan, elemen terpenting yang harus 

diperhatikan adalah perilaku pegawai. 
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3. Konsep Diri (self concept) 

Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri 

merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap 

situasi adalah bagian dari konsep diri seseorang. 

4. Sifat (traits) 

Sifat adalah karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap situasi 

atau informasi. 

5. Motif (motives) 

Motif adalah sesuatu yang membuat seseorang ingin melakukan sesuatu, dan 

itu bisa menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindakan. Motif dapat 

menjadi pendorong seseorang, mengarahkan mereka ke tujuan tertentu, dan 

membantu mereka memilih cara terbaik untuk mencapainya. 

2.1.5 Regulasi 

Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu regulation atau peraturan. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “peraturan” mengacu pada aturan yang 

dibuat untuk mengatur, petunjuk yang digunakan untuk menata sesuatu dengan 

aturan, dan ketentuan yang harus dilakukan dan dipatuhi. Regulasi adalah 

ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah 

masyarakat dan atau sebuah negara (Nirwana & Haliah, 2018). 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 

dinyatakan bahwa Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang 
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memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan 

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkandalam peraturan perundang-undangan (Kuasa et al., 2016). 

Berdasarkan UU No. 33/2004, ps. 72 dan PP 58, ps. 36 menyatakan 

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran SKPD yang kemudian disebut RKA SKPD. Realisasi APBD, RKA 

SKPD merupakan basis bagi manajer (pimpinan aparatur) SKPD dalam 

menjalankan tanggung jawab kinerjanya. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada 

tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan 

kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah (Idris & 

Konadi, 2012). Terdapat empat indikator regulasi menurut Idris & Konadi (2012): 

1. Proses penyusunan regulasi, dengan aspek sosialisasi dan pemahaman. 

2. Penerapan regulasi, dengan aspek kemudahan pelaksanaan. 

3. Keterkaitan antar regulasi, dengan aspek ketersediaan dukungan peraturan 

daerah terhadap regulasi pusat. 

4. Evaluasi regulasi, dengan aspek proses evaluasi. 

2.1.6 Faktor Politik 

Faktor politik merupakan kekuatan untuk mengatur sebuah regulasi, 

faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di 
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struktur pemerintahan yang nantinya dapat mempermudah atau bahkan 

mempersulit transparansi pelaporan keuangan daerah (Nirwana & Haliah, 2018). 

Politik organisasional memungkinkan untuk menghasilkan work 

outcomes yang positif maupun yang negatif. Hasil kerja yang positif dapat 

mencakup hal-hal seperti peningkatan karier, ketenaran dan status, peningkatan 

kekuasaan dan posisi, serta penyelesaian tujuan pribadi. Namun, bisa juga 

terdapat hasil kerja yang negatif, seperti kehilangan kekuatan strategis dan 

kredibilitas posisi, perasaan negatif terhadap orang lain, perasaan bersalah, dan 

kinerja yang buruk (Nugroho & Sumiyanti, 2017). Terdapat empat indikator 

faktor politik organisasi menurut Fardian (2014): 

1. Ketergantungan pada pusat 

Tingkat ketergantungan daerah manunjukkan seberapa besar ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai 

pembangunan. Semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap pusat, maka akan semakin baik akuntabilitas yang akan diupayakan 

oleh Pemda tersebut. Pemerintah daerah telah diberi kebijakan otonomi 

daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kebijakan mengenai 

otonomi daerah ini telah tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU ini, pemerintah daerah 

diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat yang berada di daerahnya masing-masing. 

2. Ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan 
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Ketaatan pada peraturan-perundangan adalah kepatuhan 

seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara 

atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Pemerintah 

daerah beserta unit kerja harus menaati dan menjalankan peraturan 

perundangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan akan 

mendorong kelancaran program kerja sesuai sasaran dan tujuan yang akan 

mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

3. Tekanan dari pimpinan jabatan politik 

Tekanan merupakan hasil dari interaksi antara tugas pekerjaan dengan 

individu-individu lain yang melaksanakan pekerjaan itu. Tekanan-tekanan 

yang diberikan kepada seorang bawahan terkait dengan  laporan yang 

dihasilkan harus disampaikan tepat waktu, akurat, dan akuntabel hal ini 

berkaitan dengan tuntutan dari stakeholder. 

4. Pemberitaan akan transparansi 

Faktor politik berperan dalam menekan organisasi untuk menerapkan 

transparansi dalam pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan 

kepada pejabat organisasi. 

2.1.7 Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) 
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yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 

(Mardiasmo, 2018). 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang maupun badan 

hukum atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Santoso & 

Pambelum, 2008). 

Menurut Santoso & Pambelum (2008), pelaksanaan akuntabilitas di 

lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

1. Harus ada komitmen dan pimpinan serta semua personel lembaga pemerintah, 

harus mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Harus ada sistem yang memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai 

dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Harus mampu menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

telah tercapai. 

4. Harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

dicapai. 

5. Harus adil, obyektif dan transparan, serta berperan sebagai katalisator 

perubahan manajemen instansi pemerintah berupa pemutakhiran metode dan 

teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. 

Terdapat lima indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018): 
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1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga 

publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum 

yang berlaku. 

2. Akuntabilitas manajerial 

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk 

melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas 

manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance 

accountability). 

3. Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 

alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan 

hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik 

atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya 

dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan. 

5. Akuntabilitas financial/keuangan 

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik 

untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, dan 

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. 
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Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 

masyarakat. 

2.1.8 Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian intern yaitu proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang di lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, 

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

(Yudhasena & Putri, 2019). 

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk 

memberikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tujuan manajemen dalam 

kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan 

keuangan, 3) ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku (Fiqri & Sari, 

2018). 

Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode dan 

tindakan yang dikoordinasikan untuk melindungi aset organisasi, mengecek 

keakuratan dan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan 

mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mokoginta et al., 2017). 

Terdapat lima indikator sistem pengendalian internal menurut Yudhasena & Putri 

(2019): 
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1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian mencakup sikap manajemen dan karyawan 

terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Pengertian lingkungan 

pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi dan kesadaran akan 

perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. 

2. Penilaian resiko 

Penilaian risiko pada pelaporan keuangan adalah tindakan yang diambil oleh 

manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara relevan 

dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP. 

3. Kegiatan pengendalian 

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk menangani 

risiko, serta penerapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa 

tindakan manajemen risiko diterapkan secara efektif. 

4. Informasi dan komunikasi 

Informasi diperlukan bagi semua tingkatan manajemen dalam suatu organisasi 

untuk membuat keputusan dan menentukan kepatuhan terhadap kebijakan 

yang telah ditetapkan. Informasi berkualitas diidentifikasi, diambil atau 

diterima, diproses serta dilaporkan melalui sistem informasi. Komunikasi 

terintegrasi ke dalam sistem informasi. Komunikasi juga terjadi dalam bentuk 

tindakan manajemen. Komunikasi tersebut harus dapat menyampaikan pesan 

dari manajemen bahwa karyawan perlu melakukan pengendalian internal 

secara serius. 
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5. Pemantauan 

Aktivitas pengawasan atau pemantauan berhubungan dengan penilaian 

kualitas pengendalian internal yang berkelanjutan oleh manajemen untuk 

menentukan apakah pengendalian berjalan seperti yang diharapkan dan 

apakah pengendalian tersebut disesuaikan dengan perkembangan kondisi 

dalam organisasi. 

2.1.9 Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Laporan keuangan disusun 

untuk memberikan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan dan semua 

transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama periode pelaporan (Kuasa et 

al., 2016). 

Kualitas laporan keuangan merupakan informasi yang mencerminkan 

kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar 

akuntansi yang berlaku untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan 

sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Nirwana & Haliah, 

2018). 

Tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah adalah untuk 

memenuhi kebutuhan informasi semua pengguna. Pemerintah harus 

mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan (Kuasa et al., 2016). 
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Terdapat empat indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut 

Mahmudi (2011): 

1. Relevan 

Sebuah laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang dikandungnya 

mampu mempengaruhi pengguna keputusan dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa sekarang, memprediksi masa 

depan, dan mengkonfirmasi atau memperbaiki hasil penilaian di masa lalu. 

Informasi yang relevan memiliki nilai umpan balik, memiliki nilai prediktif, 

tepat waktu dan lengkap. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari istilah-istilah yang menyesatkan 

dan kesalahan material, memberikan pandangan yang benar dan wajar atas 

semua hal dan dapat diverifikasi. Informasi itu relevan, tetapi jika 

representasinya tidak dapat diandalkan, pengguna informasi tersebut dapat 

disesatkan. Informasi dianggap andal jika memenuhi kriteria berikut: 

penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netral. 

3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih bermanfaat bila 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

bisa dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan internal 
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dapat dilakukan ketika suatu perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang 

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika 

perusahaan yang dibandingkan menggunakan prinsip akuntansi yang sama. 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan ke dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan 

batasan pemahaman pengguna. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna 

memiliki informasi yang cukup tentang aktivitas dan lingkungan operasi 

entitas pelapor dan bersedia untuk menelaah informasi tersebut. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang reevan jika didukung 

dengan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Binawati & Badriyah (2022) menggunakan variabel dependen 

kinrja dan menggunakan variabel independen pengawasan keuangan daerah, 

akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah. Metode peneitian 

menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh 31 SKPD 

Kabupaten Magelang yang terdiri dari Kepala Instansi, Pejabat pengelola 

keuangan, dan Sekretaris dari setiap SKPD. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan Secara parsial Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh 
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signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Secara parsial Akuntabilitas 

dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah. Secara simultan Pengawasan Keuangan Daerah, 

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

2. Penelitian Edowai et al. (2021) menggunakan variabel dependen kinerja 

pemerintah daerah dan independen Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan populasi seluruh Pegawai yang ada pada 3 SKPD 

Kabupaten Deiyai yaitu Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 

ini menunjukkan Akuntabilitas dan Transparansi mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Deiyai. 

3. Penelitian Mulia & Saputra (2021) menggunakan variabel dependen kinerja 

dan variabel independen Kompetensi, Lingkungan kerja, dan Motivasi 

berprestasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

populasi Seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang. Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan Kompetensi, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Berprestasi 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota 
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Padang. Kompetensi, Lingkungan kerja dan Motivasi Berprestasi secara 

simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota 

Padang. 

4. Penelitian Jatmiko (2020) menggunakan variabel dependen kinerja dan 

independen Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi. Metode 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh 

Pejabat atau pegawai pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di 

dinas Kabupaten Sleman Provinsi DIY. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengawasan 

Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

5. Penelitian Fitdina Aprianto et al. (2020)  menggunakan variabel dependen 

kinerja dan independen Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Sistem 

Pengendalian Internal. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan populasi seluruh Pegawai yang berada di Dinas Kesehatan Pemerintah 

Daerah Kota Tangerang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi 

Kepegawaian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur 

Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Sistem Pengendalian 

Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Sistem Informasi Kepegawaian 
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dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. 

6. Penelitian Utama (2020) menggunakan variabel dependen kinerja dan 

independen Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal. Metode 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh 

Instansi yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

yang terdiri dari berbagai segi unit kerja berupa perencanaan, pelayanan 

umum, sekretariat, dan pengawasan. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja instansi Pemerintah. 

7. Penelitian Hermawan (2019) menggunakan variabel dependen kinerja dan 

independen Kompetensi, Pendelegasian Wewenang, dan Kepuasan Kerja. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi 

seluruh Aparatur Sipil Negara di Bagian Pengelola Keuangan pemerintah 

Kabupaten Deli. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial variabel 

kompetensi, variabel pendelegasian wewenang, dan variabel kepuasan kerja 

mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 

8. Penelitian Novatiani et al. (2019) menggunakan variabel dependen kinerja dan 

independen transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian ini 
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menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dari 27 SKPD di Kabupaten Bandung. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap 

kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. 

9. Penelitian Yudhasena & Putri (2019) menggunakan variabel dependen kinerja 

dan independen Good Government Governance, Pengendalian Internal, dan 

Budaya Organisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan populasi seluruh Pegawai bagian keuangan di OPD Kabupaten 

Karangasem yang tergolong aktif.. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good 

Government Governance, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi 

berpengaruh positif terhadap efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karangasem. 

10. Penelitian Fiqri & Sari (2018) menggunakan variabel dependen kinerja dan 

independen Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

populasi seluruh 15 Kecamatan di Kabupaten Bogor . Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 
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11. Penelitian Damayanti & Hermanto (2018) menggunakan variabel dependen 

kinerja dan independen Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian 

Internal. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

populasi seluruh Seluruh pegawai SKPD Kota Surabaya. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Variabel akuntabilitas, transparansi dan pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota 

Surabaya. 

12. Penelitian Nirwana & Haliah, (2018) menggunakan variabel dependen 

Perfomance, variabel Competence, Regulation, dan Political Factor, dan 

variabel mediasi Quality of Financial Statements. Metode penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data 

menggunakan  Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Kompetensi, regulasi, dan faktor politik tidak berpengaruh langsung 

terhadap kinerja. Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara 

kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja melalui kualitas 

laporan keuangan. 

13. Penelitian Idris & Konadi (2012) menggunakan variabel dependen Pelayanan 

Aparatur pada Publik, variabel independen Regulasi, dan Ketersediaan 

Anggaran, dan variabel mediasi kinerja aparatur. Metode penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan populasi Seluruh pegawai dari 
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SKPD yang banyak melakukan fungsi pelayanan pada masyarakat, yakni: 1). 

Dinas Pendidikan, 2). Dinas Kesehatan. 3) Dinas Pendapatan, 4). 

Kependudukan, 5). Dinas Perijinan dan Bangunan. Teknik analisis data 

menggunakan  Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Semakin implementatifnya ketersediaan anggaran dan regulasi dalam 

pelayanan publik, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kinerja pelayanan aparatur. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan pada kajian teori serta penelitian terdahulu yang sudah 

dipaparkan diatas, dapat dibentuk kerangka berfikir dari penelitian ini. Penelitian 

ini dimaksudkan guna menguji pengaruh kompetensi, regulasi, faktor politik, 

akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah 

daerah di Kabupaten Wonogiri. Kerangka berfikir dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 

Kerangka Berfikir 

 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut stewardship theory, aparatur sebagai steward memiliki 

kewajiban untuk melayani masyarakat (principal) dengan baik dan kompeten 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya 

dimiliki oleh aparatur (Aprilya & Fitria, 2020). 

Menurut Utama (2020), kompetensi diidentifikasikan dengan mereka 

yang berkinerja lebih baik, lebih konsisten dan efektif daripada mereka yang rata-

rata atau bahkan sama sekali tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. 

Kompetensi merupakan salah satu penentu tinggi rendahnya kinerja seseorang. 
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Semakin tinggi pegawai yang kompeten, maka semakin baik pula kinerja 

yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pegawai yang berkompeten akan 

menghasilkan kinerja yang berkualitas (Utama, 2020). Sejalan dengan penelitian 

Hermawan (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi, pendelegasian 

wewenang, dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara pada 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta penelitian 

Utama (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah dan 

kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

   : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2.4.2 Pengaruh Regulasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Berdasarkan teori stewardship, kontrak hubungan antara stewards dan 

principals atas dasar kepercayaan (amanah), steward bertindak kolektif sesuai 

dengan tujuan organisasi. Studi ini menjelaskan keberadaan pemerintah daerah 

(steward) sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku untuk kebaikan masyarakat (principal) (Rizal & 

Hermanto, 2019). 

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada publik telah 

diterbitkan UU. No. 25/ 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur dan 

membangun kepercayaan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan oleh 
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penyelenggara pelayanan publik, agar penyediaan layanan publik menjadi 

berkualitas serta memberi perlindungan kepada pengguna layanan, sesuai dengan 

norma dan asas hukum secara jelas (Idris & Konadi, 2012). 

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja 

pemerintah yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini dikarenakan jika peraturan 

diterapkan dengan benar, maka informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat/publik akan terlaksanakan dengan benar (Kuasa et al., 2016). 

Sejalan dengan penelitian Idris & Konadi (2012) yang menyatakan bahwa 

semakin implementatifnya regulasi dalam pelayanan publik, maka akan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

   : Regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2.4.3 Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut teori keagenan (agency theory), hubungan antara politisi dan 

masyarakat dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana masyarakat 

adalah prinsipal dan politisi adalah agen. Hubungan keagenan ini dapat 

menimbulkan masalah keagenan sehingga prinsipal mempunyai intensif untuk 

memantau perilaku agen. Rakyat mengharuskan pemerintah agar memberikan 

pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan sumber daya yang rakyat 
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percayakan kepada pemerintah dengan mekanisme pelaporan keuangan secara 

periodik dan transparansi (Zenita et al., 2021). 

Menurut Nirwana & Haliah (2018), Faktor politik sangat besar 

pengaruhnya karena ciri khas sektor publik di Indonesia khususnya pada 

pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Faktor politik dapat 

berupa intervensi politik di bidang keuangan dan ketidaksinergian antara lembaga 

politik dan proses politik terhadap bidang administrasi pemerintahan. Strategi 

diseminasi juga ikut berperan, jika suatu kelompok organisasi ingin memenuhi 

komitmennya, tentunya mereka akan menggunakan segala cara untuk 

menyebarkan informasinya kepada masyarakat (Baber & Sen, 1984). 

Merujuk pada penelitian Baber (1983) yang melakukan explanatory 

research untuk mengetahui pengaruh proses politik dalam keputusan untuk 

melaporkan informasi keuangan dalam laporan keuangan, penelitian tersebut 

mengasumsikan bahwa Setelah terpilih, politisi dapat mengabaikan perjanjian 

pra-pemilu tanpa takut akan pelengseran. Namun, perilaku oportunistik ini dapat 

berkurang jika ada oposisi yang kuat yang menguasai kelompok di pemerintahan. 

Dalam hal ini, rival politik akan meminta untuk menginformasikan pendapat 

publik tentang penyimpangan tindakan pemerintah sehubungan dengan janji 

pemilu yang dibuat. Oleh karena itu, oposisi ini berfungsi untuk membendung 

penyimpangan kepentingan antara pemilih dan politisi. Akibatnya, politisi 

mungkin berkepentingan untuk menepati janji yang dibuat kepada pemilih jika 

mereka ingin terpilih kembali. Tentunya semakin tinggi faktor ini maka semakin 
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tinggi tingkat persaingan politik dan semakin baik pula hasil kinerja yang 

dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

   : Faktor politik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2.4.4 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Stewardship Theory, selaku steward dalam hal ini adalah 

pemerintah dengan fungsi pengelola sumber daya dan yang menjadi principal 

adalah rakyat selaku pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin 

antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, 

kolektif sesuai tujuan organisasi (Jatmiko, 2020). Dalam penelitian ini 

akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah 

(steward) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai 

pihak pemberi amanah (principal) dengan mengungkap segala informasi, baik 

keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut. 

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas. 

Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban 

dari satu pihak ke pihak yang lain (Jatmiko, 2020). Menurut Edowai et al. (2021), 

era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas 

(accountability) untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik. 
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Akuntabilitas publik merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas maka kinerja pemerintah daerah 

akan semakin baik. Hal ini karena akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban 

penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan 

menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang 

dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya (Edowai et al., 

2021). 

Sejalan dengan penelitian Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa 

pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Penelitian Edowai et al. (2021) menyatakan bahwa 

akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Penelitian Novatiani et al. (2019) yang 

menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja 

instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Namun penelitian ini 

tidak sejalan dengan Penelitian Binawati & Badriyah (2022) menyatakan bahwa 

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

   : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
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2.4.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Dalam teori stewardship, dijelaskan bahwa sifat individu dapat 

berperilaku jujur kepada pihak-pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki 

integritas (Ikriyati & Aprila, 2019). Sistem pengendalian internal pemerintah 

dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan 

akan menghasilkan kinerja yang berkualitas untuk kepuasan prinsipal, oleh karena 

itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara mengontrol 

semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. 

Menurut Yudhasena & Putri (2019), fungsi pengendalian intern yaitu 

membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak 

dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk 

membantu pekerjaannya tersebut. 

Pengendalian intern mempermudah dalam menemukan atau menganalisis 

permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan 

timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita 

ketahui secara jelas. Semakin baik pengendalian intern yang diterapkan, maka 

pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta kinerja 

yang baik (Mokoginta et al., 2017). 

Sejalan dengan penelitian Yudhasena & Putri (2019) yang menyatakan 

bahwa good government governance, pengendalian internal, dan budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Karangasem. Penelitian Fitdina Aprianto et al. (2020) menyatakan 

bahwa sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendaian internal 

berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah 

Kota Tangerang. Peneitian Utama (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal berpengaruh terhadap kinerja.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kelima yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

   : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

2.4.6 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Berdasarkan teori stewardship, aparat dapat dipercaya untuk bertindak 

sesuai dengan kepentingan publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan 

kepadanya, sehingga pelayanan publik kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka steward 

(pembuat laporan keuangan) memiliki kompeten untuk mengarahkan semua 

kemampuan dengan mengefektifkan pengendalian internal dan teknologi 

informasi (Fauziyah, 2019). Dalam penelitian ini sumberdaya yang berkompeten 

akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual dan akan menghasilkan kinera yang baik. 
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Menurut Herawati et al. (2016), dalam pengelolaan keuangan daerah yang 

baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung 

dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan serta 

pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut 

diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. 

Jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka laporan 

keuangan akan mengalami minim kekeliruan. Sebaliknya, kegagalan sumber daya 

manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi 

akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Alminanda 

& Marfuah, 2018). 

Dengan adanya pegawai yang kompeten, maka semakin baik pula kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap tingginya 

kinerja. Sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan 

bahwa kualitas laporan keuangan mempu memediasi antara kompetensi, regulasi, 

dan faktor politik terhadap kinerja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keenam yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

   : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara 

kompetensi terhadap kinerja pemerintah daerah. 
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2.4.7 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Berdasarkan teori stewardship, kontrak hubungan antara stewards dan 

principals atas dasar kepercayaan (amanah), steward bertindak kolektif sesuai 

dengan tujuan organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Dalam penelitian ini 

menjelaskan jika pemerintah daerah (steward) menaati regulasi yang ditetapkan 

maka akan menciptakan pertanggungjawaban keuangan publik, hal ini akan 

meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas dan menghasilkan kinerja yang 

baik. 

Menurut Kuasa et al. (2016), regulasi publik harus dijalankan dan 

dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi 

keagamaan tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. 

Pemerintah daerah, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyusun peraturan 

tentang system akuntansi pemerintahan mengacu kepada peraturan pemerintah 

dan ketentuan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah (PP 

No. 71/2010 pasal 6 ayat 3). 

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja 

pemerintah yang dihasilkan melalui kualitas laporan keuangan akan semakin baik. 

Hal ini dikarenakan semakin lengkapnya/tersedianya pelaksana sistem dan 

prosedur regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD maka akan 
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menjadi lebih mudah menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas dan akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja (Kuasa et al., 2016). 

Sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan 

bahwa kualitas laporan keuangan mempu memediasi antara kompetensi, regulasi, 

dan faktor politik terhadap kinerja.Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 

ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

   : Kualitas laporan keuangan mempu memediasi hubungan antara regulasi 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2.4.8 Pengaruh peran Kualitas Laporan keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Berdasarkan teori keagenan (agency theory), hubungan antar politisi dan 

pemilih (voter) dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana voter 

adalah prinsipal dan politisi adalah agen (Zenita et al., 2021). Hubungan keagenan 

ini dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu asimetri informasi. Pelaporan 

keuangan melalui berbagai media yang dilakukan oleh politisi (agent) merupakan 

sebuah upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Hal 

ini bertujuan agar terciptanya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah 

untuk mengurangi asimetri informasi serta untuk mengawasi perilaku politisi 

(agent) dan menyelaraskan tujuan antara prinsipal dengan agen sehingga 

menciptakan kinerja yang baik. 
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Pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, 

sektor publik, dan sektor privat (Mardiyah, 2002). Menurut Davici (2018), upaya 

organisasi dalam mencari legistimasi tidak bebas dari pengaruh faktor politik 

yang menguasi lingkungan dimana organisasi berada. Faktor politik merupakan 

kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi dan aturan di dalam 

pemerintahan. 

Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan 

transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada 

pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang 

berguna dalam upaya penerapan transparansi keuangan (Zenita et al., 2021). 

Dengan demikian penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat 

meningkatkan kualitas kinerja melalui laporan keuangan. Sejalan dengan 

penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan 

keuangan mempu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik 

terhadap kinerja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedelapan yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

   : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara faktor 

politik terhadap kinerja pemerintah daerah. 
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2.4.9 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Hubungan teori stewardship terhadap penelitian ini adalah dapat 

menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah (steward) sebagai suatu lembaga yang 

dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat 

(principal). Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang 

akuntabel dan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan 

meningkatkan kinerja instansi (Jatmiko, 2020). 

Akuntabilitas yang terdefinisi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

terhadap kejelasan transaksi data melalui pembuktian tertulis atas pencatatan yang 

dilakukan secara actual agra terhindar dari hal-hal yang bersifat curang (Sastra et 

al, 2015). 

Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas suatu perangkat daerah, maka 

kinerja pemerintah daerah akan semakin baik melalui kualitas laporan keuangan. 

Hal ini dikarenakan implementasi prinsip akuntabilitas akan mendorong nilai 

kualitas laporan keuangan menjadi meningkat dan berpengaruh terhadap 

tingginya kinerja pemerintah daerah (Edowai et al., 2021). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedelapan yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 
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   : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara 

akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2.4.10 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Sistem Pengendalian Interal terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Sistem pengendalian intern dikaitkan dengan teori stewardship 

menggambarkan sturktur yang memfasilitasi dan memberdayakan pengendalian 

intern menjadi efektif guna menghasilkan tingkat kemandirian keuangan yang 

baik. Sistem pengendalian intern yang efektif akan menjamin pelaporan keuangan 

yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, 

serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran 

(Dewi, 2017) 

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang 

bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu 

menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan 

keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-

operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pertahanan 

dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan 

Keuangan (Ikriyati & Aprila, 2019). 

Menurut Mahmudi (2011), untuk menghasilkan laporan keuangan 

pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang 
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diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya 

mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan 

sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki 

pemerintah daerah. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka 

pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan 

mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedelapan yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

    : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara sistem 

pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 

Waktu yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini yaitu dari 

penyusunan usulan penelitian sampai dengan terlaksananya laporan penelitian. 

Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Wonogiri. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Soegiyono, 2013). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian 

internal terhadap kinerja pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan di 

Kabupaten Wonogiri. 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki 



59 
 

kualitas dan karakteristik tertentu yag diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Soegiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 

Wonogiri yang berjumlah 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Soegiyono, 2013). Proses pengambilan sebagian dari populasi 

dan pengamatan secara keseluruhan pada populasi disebut pengambilan sampel. 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

di Kabupaten Wonogiri. 

Tabel 3. 1 

Responden yang Digunakan Sebagai Sampel 

No Nama 

Instansi 

Pimpinan 

Dinas atau 

Badan 

Sekretaris Kepala 

Subbagian/ 

Kepala 

Subbidang 

Kepala 

Bagian/ 

Kepala 

Bidang 

Jumlah 

1.  Sekretariat 

Daerah 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 - 1 - 2 

2.  Sekretariat 

DPRD 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 - 1 1 3 

3.  Inspektorat 

Kabupaten 

1 1 1 - 3 
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Wonogiri 

4.  RSUD dr. 

Soedirman 

Mangun 

Sumarso 

Wonogiri 

1 - - 2 3 

5.  Badan 

Kepegawaian 

Daerah 

1 1 1 - 3 

6.  BAPPEDA 

dan Litbang 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 2 - 3 

7.  Badan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 14 6 22 

8.  Dinas 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 2 - 4 

9.  Dinas 

Kepemudaan, 

Olahraga, dan 

Pariwisata 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

10.  Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

1 1 1 - 3 
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Wonogiri 

11.  Dinas Sosial 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

12.  Dinas PPKB 

dan P3A 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

13.  Dinas 

Kependuduka

n dan 

Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

14.  Dinas 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

dan Desa 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

15.  DPMPTSP 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

16.  Dinas KUKM 

dan Perindag 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

17.  Dinas Tenaga 

Kerja 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

18.  Dinas 

Komunikasi 

1 1 1 - 3 
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dan 

Informatika 

Kabupaten 

Wonogiri 

19.  DISPERA 

dan KPP 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

20.  Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

21.  Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

22.  Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

23.  Dinas 

Pertanian dan 

Pangan 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

24.  DISLAPERN

AK 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

25.  Dinas 

Kearsipan 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 
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26.  Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kabupaten 

Wonogiri 

1 1 1 - 3 

Total 97 

Sumber: www.wonogirikab.go.id  

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

kriteria tertentu (Soegiyono, 2013). Kriteria tersebut terdiri dari: 

1. Pimpinan Dinas atau Badan 

2. Sekretaris 

3. Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang berhubungan dengan keuangan dan 

perencanaan 

4. Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang berhubungan dengan 

keuangan dan perencanaan 

3.4 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data (Soegiyono, 2013). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan untuk selanjutnya diisi oleh 

responden yang telah ditentukan. 

http://www.wonogirikab.go.id/
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

metode survey melalui penyebaran kuesioner yang berisi daftar pertanyaan 

terstruktur yang ditujukan kepada responden. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti memahami 

pengukuran variabel serta apa yang dapat diharapkan dari responden (Soegiyono, 

2013). 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Soegiyono, 2013). Adapun variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Soegiyono, 2013). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah (Y). 

2. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 
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(Soegiyono, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi 

(𝑋1), regulasi (𝑋2), faktor politik (𝑋3), akuntabilitas (𝑋4), dan sistem 

pengendalian internal (X5). 

3. Variabel Mediasi 

Variabel mediasi adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Soegiyono, 2013). 

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Z). 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional 

variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing 

variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat 

dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam 

penelitiann ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 2 

Definisi Operasional Variabel 

No Nama Variabel Definisi Indikator 

1.  Kinerja Kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat 

dilakukan oleh 

seseorang atau 

sekelompok orang 

1. Ekonomis 

2. Efektif 

3. Efisiensi 

(Mardiasmo, 2004) 
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dalam suatu 

organisasi sesuai 

dengan wewenang 

dan tanggung jawab 

masing-masing 

untuk mencapai 

tujuan organisasi 

yang bersangkutan 

secara sah tanpa 

melanggar hukum 

dan sesuai dengan 

moral dan etika 

(Mardiasmo, 2004). 

 

2.  Kompetensi Kompetensi 

merupakan 

karakteristik dasar 

yang memiliki 

hubungan kasual 

dengan kriteria 

referensi efektivitas 

dan/atau keunggulan 

dalam pekerjaan atau 

situasi tertentu 

(Herachwati & S, 

2012). 

1. Knowledge 

2. Skill 

3. Self Concept 

4. Traits 

5. Motives 
(Herachwati & S, 

2012) 

3.  Regulasi Regulasi adalah 

ketentuan yang 

digunakan untuk 

mengatur hubungan 

antar manusia dalam 

sebuah masyarakat 

dan atau sebuah 

negara (Kurniawan 

W, 2008). 

1. Proses penyusunan 

regulasi 

2. Penerapan regulasi 

3. Keterkaitan antar 

regulasi 

4. Evaluasi regulasi 

(Idris & Konadi, 

2012) 

4.  Faktor Politik Faktor politik adalah 

kekuatan dalam 

mengatur dan 

membuat sebuah 

1. Ketergantungan pada 

pusat 

2. Ketaatan 

menjalankan 
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regulasi, yang 

dimana dalam hal ini 

faktor politik 

memegang peranan 

penting dalam 

jabatan-jabatan 

penting di dalam 

struktur 

pemerintahan yang 

nantinya dapat 

memudahkan 

ataupun menyulitkan 

transparansi 

pelaporan laporan 

keuangan daerah 

(DiMaggio & 

Powell, 1983). 

peraturan perundang-

undangan 

3. Tekanan dari 

pimpinan jabatan 

politik 

4. Pemberitaan akan 

transparansi 

(Fardian, 2014) 

5.  Akuntabilitas Akuntabilitas 

merupakan pihak 

pemegang amanah 

(agent) untuk 

memberikan 

pertanggungjawaban 

dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan 

kegiatan yang 

menjadi 

tanggungjawabnya 

kepada pemberi 

amanah (principal) 

yang memiliki hak 

dan kewajiban untuk 

meminta 

pertanggungjawaban 

tersebut 

(Mardiasmo, 2018). 

1. Akuntabilitas hukum 

dan kejujuran 

2. Akuntabilitas 

manajerial 

3. Akuntabilitas 

program 

4. Akuntabilitas 

kebijakan 

5. Akuntabilitas 

financial/keuangan 

(Mardiasmo, 2018) 

6.  Sistem Pengendalian 

Internal 

Sistem pengendalian 

intern yaitu proses 

1. Lingkungan 

pengendalian 
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yang integral pada 

tindakan dan 

kegiatan yang di 

lakukan secara terus 

menerus oleh 

pimpinan dan 

seluruh pegawai 

untuk memberikan 

keyakinan memadai 

atas tercapainya 

tujuan organisasi 

melalui kegiatan 

yang efektif dan 

efisien, keandalan 

laporan keuangan, 

pengamanan aset 

negara dan ketaatan 

terhadap peraturan 

perundang-undangan 

(Yudhasena & Putri, 

2019). 

2. Penilaian resiko 

3. Kegiatan 

pengendalian 

4. Informasi dan 

komunikasi 

5. Pemantauan 

(Yudhasena & Putri, 

2019) 

7.  Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Kualitas laporan 

keuangan merupakan 

informasi untuk 

membantu 

stakeholders dalam 

membuat keputusan 

sehingga keputusan 

yang diambil bisa 

lebih berkualitas 

(Mahmudi, 2011). 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

(Mahmudi, 2011) 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis kembali agar memperoleh 

kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, peneliti perlu menetapkan teknik analisis 
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yang sesuai dengan tujuan, serta digunakan untuk menguji kebenaran dari 

hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) teknik 

ini merupakan sebuah perluasan model dari analisis regresi linier berganda 

dengan menerapkan mediasi. Kemudian dituangkan dalam software berupa Smart 

PLS 4.  

Partial Least Square (PLS) adalah  model persamaan Stuctural Equation 

Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian. Prakiraan dalam PLS, variabel 

independen, merupakan agregasi linier dari setiap indikator. Estimasi bobot 

digunakan untuk membuat komponen skor variabel yang diperoleh dari model 

internal tertentu (model struktural keterkaitan antar variabel) dan model eksternal 

(model pengukuran, yaitu hubungan antara indikator dan konstruksinya). 

Hasilnya adalah residual dari variabel dependen (Imam Ghozali, 2008). 

Analisis pada Partial Least Square (PLS), dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu:  

1. Analisis Outer Model 

Analisa Outer Model digunakan untuk menguji pengukuran yang layak 

digunakan untuk dijadikan pengukuran yang valid. 

a. Convergent Validity 

Convergent Validity (validitas konvergen) model pengukuran dan model 

refleksi indeks dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau skor 

komponen dan skor konstruk yang dihitung dengan PLS. Pengukuran refleksi 
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dikatakan tinggi jika korelasinya dengan struktur yang diukur lebih besar dari 

0,70. Untuk studi pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai 

loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. (Imam Ghozali, 2008). 

b. Discriminant Validity  

Discriminant Validity dari model pengukuran dengan metrik refleksi 

dievaluasi berdasarkan cross loading dari pengukuran yang dibangun. Jika 

korelasi antara satu konstruk dan satu ukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, hal ini menunjukkan bahwa konstruk variabel merupakan 

prediktor ukuran blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Nilai 

pengiriman lebih besar dari 0,70. Validitas diskriminan menunjukkan tingkat 

yang ditunjukkan oleh temuan penelitian empiris (Imam Ghozali, 2008). 

c. Composite Reliability  

Composite Reliability Keandalan keseluruhan struktur pengukuran dapat 

dinilai dengan dua cara, yaitu konsistensi internal dan alfa Cronbach (Imam 

Ghozali, 2008). Pada uji Cronbach’s Alpha nilai yang diharapkan lebih dari 

0,70 untuk semua konstruk. 

d. Average Variance Extracted (AVE)  

Average Variance Extracted (AVE) ukuran ini dapat digunakan untuk 

mengukur reliabilitas skor komponen variabel, hasilnya lebih konservatif 

daripada reliabilitas komposit, nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 (Imam 

Ghozali, 2008). 

2. Analisis Inner Model 
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Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel berdasarkan pada 

teori subtansif. Model structural dievaluasi menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen.  

a. Coefficient of determination (R2)  

Coefficient of determination (R2) Saat mengevaluasi model menggunakan 

PLS, pertama-tama ia melihat R square untuk setiap variabel dependen. 

Interpretasinya sama dengan regresi. Perubahan nilai R squared dapat digunakan 

untuk menilai apakah pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel 

dependen adalah material. Nilai-nilai R square adalah 0,75 (kuat), 0,05 (sedang), 

dan 0,25 (lemah). (Imam Ghozali, 2008). 

4. Pengujian Hipotesis  

Uji hipotesis dapat mengetahui apakah suatu hipotesis diterima atau 

ditolak dengan melihat t statistik dan nilai p value. Hipotesis penelitian diuji 

dengan menggunakan uji dua sisi yang menggambarkan kekuatan antar struktur 

(uji koefisien jalur langsung dan uji koefisien jalur efek tidak langsung). Untuk 

menilai koefisien jalur yang signifikan, seseorang dapat diperoleh dari bootstrap 

(metode resampling). Nilai P value kurang dari 0,05 (Rialdy et al., 2021). 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Proses Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 orang dengan 

kriteria tertentu. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik purposive 

sampling sehingga diperoleh sebanyak 97 orang. Penelitian ini terdiri dari 3 jenis 

variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel mediasi. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja pemerintah daerah. 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi, regulasi, faktor 

politik, akuntabilitas, dan sistem pengendaian internal. Variabel mediasi dalam 

penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Pada bab ini akan dibahasn tahap-

tahap pengolahan data yang kemudian akan dianalisis dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja. 

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini menjelaskan tentang profil 

responden pengguna uang elektronik. Karakteristik responden terdiri dari jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan, dan lama 

bekerja di OPD. 

1. Jenis Kelamin Responden 
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Tabel 4. 1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid Laki-laki 60 61,9 

Perempuan 37 38,1 

Total 97 
100,0 

 Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0 

Berdasarkan tabel di atas, jenis kelamin dari 97 responden memaparkan 

bahwa 60 responden (61,9%) laki-laki dan 37 responden (38,1%) perempuan. 

Jumlah responden laki-laki lebih tinggi dari pada jumlah responden perempuan. 

2. Usia Responden  

Tabel 4. 2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

 Frequency Percent 

Valid 36-45 tahun 19 19,6 

>46 tahun 78 80,4 

Total 97 
100,0 

 Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, 

terdiri dari umur yang beragam. Terdapat 19 responden (19,6%) yang berusia 36-

45 tahun dan 78 responden (80,4%) berusia >46 tahun. 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4. 3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pend. Terakhir 
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 Frequency Percent 

Valid D3 5 5,2 

S1 24 24,7 

S2 59 60,8 

S3 9 9,3 

Total 97 
100,0 

 Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, 

terdiri dari pendidikan terakhir yang beragam. Terdapat 5 responden (5,2%) yang 

memiliki pendidikan terakhir D3, 24 responden (24,7%) dengan pendidikan 

terakhir S1, 59 responden (60,8%) dengan pendidikan S2, dan 9 responden (9,3%) 

dengan pendidikan terakhir S3. 

4. Latar Belakang Pendidikan Responden 

Tabel 4. 4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Latber Pend. 

 Frequency Percent 

Valid Akuntansi 11 11,3 

Manajemen 46 47,4 

Lainnya 40 41,2 

Total 97 
100,0 

 Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, 

terdiri dari latar belakang pendidikan yang beragam. Terdapat 11 responden 

(11,3%) yang memiliki pendidikan terakhir D3, 24 responden (24,7%) dengan 

pendidikan terakhir S1, 59 responden (60,8%) dengan pendidikan S2, dan 9 

responden (9,3%) dengan pendidikan terakhir S3. 
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5. Jabatan Responden 

Tabel 4. 5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

 Frequency Percent 

Valid Pimpinan 26 26,8 

Sekretaris 23 23,7 

Kabag/Kabid 8 8,2 

Kasubag/Kasubid 40 41,2 

Total 97 
100,0 

 Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, 

terdapat 26 responden (26,8%) sebagai pimpinan, 23 responden (23,7%) sebagai 

sekretaris, 8 responden (8,2%) sebagai kabag/kabid, dan 40 responden (41,2%) 

sebagai kasubag/kasubid. 

6. Lama Bekerja di OPD 

Tabel 4. 6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Lama Bekerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-25 tahun 33 34,0 34,0 34,0 

>25 tahun 64 66,0 66,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, 

terdapat 33 responden (34%) yang bekerja selama selama 16-25 tahun dan 

terdapat 64 responden (66%) yang bekerja selama >25 tahun. 
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4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Soegiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif guna menggambarkan data responden terkait kompetensi, regulasi, 

faktor poitik, akuntabilitas, sistem pengendaian internal, kualitas laporan 

keuangan, dan kinerja. 

Tabel 4. 7 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Kinerja 97 4.00 11.00 15.00 13.8763 1.26044 1.589 

Kompetensi 97 7.00 18.00 25.00 21.7010 2.10240 4.420 

Regulasi 97 10.00 15.00 25.00 20.7732 2.07417 4.302 

Faktor Politik 97 6.00 14.00 20.00 17.4845 1.74471 3.044 

Akuntabilitas 97 9.00 16.00 25.00 21.7113 2.16967 4.707 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

97 9.00 21.00 30.00 26.1959 2.49850 6.242 

Kualitas Lap Keu 97 11.00 14.00 25.00 22.0722 2.39899 5.755 

Valid N (listwise) 97       

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0 

1. Variabel Kinerja 
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Variabel kinerja memiliki 3 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan 

jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), 

Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel kinerja 

sejumlah 3, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 15 dan skor 

terendah adalah 11. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel kinerja 

memperoleh nilai minimum 11, nilai maksimum 15, nilai mean 13.876, dan 

nilai standard deviation 1.260. 

2. Variabel Kompetensi 

Variabel kompetensi memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan 

jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), 

Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel kompetensi 

sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 25 dan skor 

terendah adalah 18. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel 

kompetensi memperoleh nilai minimum 18, nilai maksimum 25, nilai mean 

21.701, dan nilai standard deviation 2.102. 

3. Variabel Regulasi 

Variabel regulasi memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan 

jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), 

Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel regulasi 

sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 25 dan skor 

terendah adalah 15. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel 
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kompetensi memperoleh nilai minimum 15, nilai maksimum 25, nilai mean 

20.773, dan nilai standard deviation 2.074. 

4. Variabel Faktor Politik 

Variabel faktor politik memiliki 4 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan 

jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), 

Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel kompetensi 

sejumlah 4, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 20 dan skor 

terendah adalah 14. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel 

kompetensi memperoleh nilai minimum 14, nilai maksimum 20, nilai mean 

17.484, dan nilai standard deviation 1.744. 

5. Variabel Akuntabilitas 

Variabel akuntabilitas memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan 

jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), 

Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel akuntabilitas 

sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 25 dan skor 

terendah adalah 16. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel 

akuntabilitas memperoleh nilai minimum 16, nilai maksimum 25, nilai mean 

21.711, dan nilai standard deviation 2.169. 

6. Variabel Sistem Pengendalian Internal 

Variabel sistem pengendalian internal memiliki 6 item pertanyaan dengan 5 

alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), 

Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran 
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variabel sistem pengendalian internal sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang 

diharapkan adalah 21 dan skor terendah adalah 30. Tabel di atas dapat 

menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai 

minimum 21, nilai maksimum 30, nilai mean 26.195, dan nilai standard 

deviation 2.498. 

7. Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Variabel kualitas laporan keuangan memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 

alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), 

Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran 

variabel kualitas laporan keuangan sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang 

diharapkan adalah 14 dan skor terendah adalah 25. Tabel di atas dapat 

menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memperoleh nilai 

minimum 14, nilai maksimum 25, nilai mean 22,072 dan nilai standard 

deviation 2.398. 

4.2.2 Pengujian Instrumen Penelitian Outer Model 

Analisa outer model digunakan untuk menguji pengukuran yang layak 

digunakan untuk dijadikan penngukuran yang valid. Uji outer model pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Convergent Validity  

Pengujian validitas ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat ukur 

tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Pengujian validitas ini untuk 
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menjamin bahwa instrument yang digunakan telah sesuai dengan konsep 

untuk mengukur variabel. Uji convergent validity dapat dikatakan valid 

apabila nilai loading factor lebih dari 0,70. Hasil uji convergent validity dari 

penelitian ini yaitu: 

a. Kompetensi 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil convergent validity 

pada variabel kompetensi (X1) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Indikator Kompetensi 

X1.1 0,889 

X1.2 0,883 

X1.3 0,868 

X1.4 0,869 

X1.5 0,876 

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel kompetesi telah 

memenuhi convergen validity diatas 0,70 sehingga semua item sudah 

memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

b. Regulasi 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil convergent validity 

pada variabel regulasi (X2) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Indikator Regulasi 

X2.1 0,840 

X2.2 0,833 
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X2.3 0,881 

X2.4 0,880 

X2.5 0,823 

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel regulasi telah 

memenuhi convergen validity diatas 0,70 sehingga semua item sudah 

memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

c. Faktor Politik 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil convergent validity 

pada variabel faktor politik (X3) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Indikator Faktor Politik 

X3.1 0,881 

X3.2 0,886 

X3.3 0,890 

X3.4 0,892 

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel faktor politik 

telah memenuhi convergen validity diatas 0,70 sehingga semua item 

sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

d. Akuntabilitas 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil convergent validity 

pada variabel akuntabilitas (X4) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Indikator Akuntabilitas 

X4.1 0,912 

X4.2 0,926 
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X4.3 0,890 

X4.4 0,909 

X4.5 0,880 

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel akuntabilitas 

telah memenuhi convergen validity diatas 0,70 sehingga semua item 

sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

e. Sistem Pengendalian Internal 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil convergent validity 

pada variabel sistem pengendalian internal (X5) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Indikator Sistem Pengendalian Internal 

X5.1 0,853 

X5.2 0,864 

X5.3 0,867 

X5.4 0,869 

X5.5 0,825 

X5.6 0,859 

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel sistem 

pengendalian internal telah memenuhi convergen validity diatas 0,70 

sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah 

ditentukan. 

f. Kinerja 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil convergent validity 

pada variabel kinerja (Y) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 

Hasil Uji Convergent Validity 
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Variabel Indikator Kinerja 

Y.1 0,867 

Y.2 0,881 

Y.3 0,827 

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel kinerja telah 

memenuhi convergen validity diatas 0,70 sehingga semua item sudah 

memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

g. Kualitas Laporan Keuangan 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil convergent validity 

pada variabel kualitas laporan keuangan (Z) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Indikator Kualitas Laporan Keuangan 

Z.1 0,835 

Z.2 0,817 

Z.3 0,857 

Z.4 0,825 

Z.5 0,836 

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel kualitas laporan 

keuangan telah memenuhi convergen validity diatas 0,70 sehingga semua 

item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

2. Discriminant Validity 

Discriminant validity menunjukkan tingkatan yang ditunjukkan oleh hasil 

penelitian yang empiris. Uji discriminant validity dapat dikatakan valid apabila 

nilai cross loading lebih dari 0,70. Hasil uji discriminant validity dari penelitian 

ini yaitu: 

a. Kompetensi  
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil discriminant validity 

pada variabel kompetensi (X1) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 15 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Indikator Kompetensi 

X1.1 0,889 

X1.2 0,883 

X1.3 0,868 

X1.4 0,869 

X1.5 0,876 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel 

kinerja telah memenuhi discriminant validity diatas 0,70 sehingga semua item 

sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

b. Regulasi 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil discriminant validity 

pada variabel reguasi (X2) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 16 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Indikator Regulasi 

X2.1 0,840 

X2.2 0,833 

X2.3 0,881 

X2.4 0,880 

X2.5 0,823 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel 

regulasi telah memenuhi discriminant validity diatas 0,70 sehingga semua item 

sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

c. Faktor Politik 
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil discriminant validity 

pada variabel faktor politik (X3) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 17 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Indikator Faktor Politik 

X3.1 0,881 

X3.2 0,886 

X3.3 0,890 

X3.4 0,892 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel 

faktor politik telah memenuhi discriminant validity diatas 0,70 sehingga 

semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

d. Akuntabilitas 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil discriminant validity 

pada variabel akuntabilitas (X4) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 18 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Indikator Akuntabilitas 

X4.1 0,912 

X4.2 0,926 

X4.3 0,890 

X4.4 0,909 

X4.5 0,880 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel 

akuntabilitas telah memenuhi discriminant validity diatas 0,70 sehingga 

semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

e. Sistem Pengendalian Internal 
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil discriminant validity 

pada variabel sistem pengendalian internal (X5) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 19 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Indikator Sistem Pengendalian Internal 

X5.1 0,853 

X5.2 0,864 

X5.3 0,867 

X5.4 0,869 

X5.5 0,825 

X5.6 0,859 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel sistem 

pengendaian internal telah memenuhi discriminant validity diatas 0,70 

sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

f. Kinerja 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil discriminant validity 

pada variabel kinerja (Y) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 20 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Indikator Kinerja 

Y1 0,867 

Y2 0,881 

Y3 0,827 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel kinerja 

telah memenuhi discriminant validity diatas 0,70 sehingga semua item sudah 

memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

g. Kualitas Laporan keuangan 
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil discriminant validity 

pada variabel kuaitas laporan keuangan (Z) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 21 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Indikator Kuaitas Laporan Keuangan 

Z1 0,835 

Z2 0,817 

Z3 0,857 

Z4 0,825 

Z5 0,836 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel 

kualitas laporan keuangan telah memenuhi discriminant validity diatas 0,70 

sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 

3. Composite Reliability 

Composite Reability digunakan untuk mengukur reabilitas suatu 

instrument dalam penelitian untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan 

ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Composite Reability dapat 

dikatakan valid apabila lebih dari 0,70. Hasil uji Composite Reability dari 

penelitian ini yaitu: 

Tabel 4. 22 

Hasil Uji Composite Reliabiity 

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability 

Kompetensi_ 0,925 0,925 0,943 

Akuntabilitas_ 0,944 0,944 0,957 

Faktor Politik_ 0,910 0,910 0,937 

Kinerja Pemerintah_ 0,821 0,823 0,894 
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Kualitas Lap Keu 0,891 0,892 0,920 

Regulasi_ 0,905 0,907 0,930 

Sistem Pengendalian Internal_ 0,927 0,927 0,943 

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Composite Reability pada 

masing-masing variabel lebih dari 0,70 sehingga semua item variabel sudah 

memenuhi kriteria reabilitas yang telah ditentukan. 

4. Average Variance Extraced (AVE) 

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur reabilitas component score 

variabel. Nilai AVE dapat dikatakan valid apabila lebih dari 0,5. Hasil uji 

Average Variance Extracted (AVE) dari penelitian ini yaitu: 

Tabel 4. 23 

Hasil Uji Average Variance Extraced (AVE) 

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

Kompetensi_ 0,925 0,925 0,943 0,769 

Akuntabilitas_ 0,944 0,944 0,957 0,816 

Faktor Politik_ 0,910 0,910 0,937 0,787 

Kinerja Pemerintah_ 0,821 0,823 0,894 0,737 

Kualitas Lap Keu 0,891 0,892 0,920 0,696 

Regulasi_ 0,905 0,907 0,930 0,726 

Sistem Pengendalian Internal_ 0,927 0,927 0,943 0,733 

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Average Variance Extracted 

(AVE) pada masing-masing indikator lebih dari 0,5 sehingga semua item 

variabel sudah memenuhi kriteria reabilitas yang telah ditentukan. 



89 
 

4.2.3 Pengujian Instrumen Penelitian Inner Model 

Inner model atau model structural menggambarkan hubungan antara 

variabel berdasarkan pada teori subtansif. Uji inner model pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. R Square 

Perubahan nilai R square dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel independent tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai 

pengaruh yang subtansif. Apabila nilai R square 0,75 (kuat), 0,50 (moderate), 

dan 0,25 (lemah). 

Tabel 4. 24 

Hasil Uji R Square 

  R Square R Square Adjusted 

Kinerja Pemerintah_ 0,954 0,951 

Kualitas Lap Keu 0,961 0,958 

Hasil tabel di atas menunjukkan nilai R Square Adjusted untuk variabel 

kinerja pemerintah 95,1% yang berarti model sangat baik sedangkan sisanya 

dijelaskan variabel lain diluar yang diteliti. Nilai R Square Adjusted untuk 

variabel kualitas laporan keuangan 95,8% berarti model sangat baik sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. 
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4.2.4 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji path coefficient 

pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Untuk menilai signifikan pada 

path coefficient dapat dilihat melalui critical ratio yang diperoleh dari 

bootstrapping. Uji path coefficient dapat diterima apabila nilai P Value kurang 

dari 0,05. Uji path coefficient pada penelitian ini yaitu: 

Tabel 4. 25 

Hasil Uji Path Coefficient Pengaruh Secara Langsung 

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

 Kompetensi_ -> 
Kinerja 
Pemerintah_ 

0,118 0,117 0,056 2,102 0,036 

Akuntabilitas_ -> 
Kinerja 
Pemerintah_ 

0,089 0,092 0,042 2,123 0,034 

Faktor Politik_ -> 
Kinerja 
Pemerintah_ 

0,113 0,112 0,053 2,121 0,034 

Regulasi_ -> 
Kinerja 
Pemerintah_ 

0,225 0,232 0,093 2,429 0,015 

Sistem 
Pengendalian 
Internal_ -> 
Kinerja 
Pemerintah_ 

0,133 0,137 0,058 2,286 0,023 

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa uji path coefficient pengaruh 

secara langsung dapat dijelaskan bahwa: 

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 
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Hasil dari uji path coefficient secara langsung pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja menunjukkan bahwa nilai P value 0,036 lebih kecil dari 0,05, dengan 

ini maka H1 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara kompetensi terhadap kinerja. 

2. Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja 

Hasil dari uji path coefficient secara langsung pengaruh regulasi terhadap 

kinerja menunjukkan bahwa nilai P value 0,015 lebih kecil dari 0,05, dengan 

ini maka H2 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara regulasi terhadap kinerja. 

3. Pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja 

Hasil dari uji path coefficient secara langsung pengaruh faktor politik 

terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai P value 0,034 lebih kecil dari 

0,05, dengan ini maka H3 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara faktor politik terhadap kinerja. 

4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja 

Hasil dari uji path coefficient secara langsung pengaruh akuntabilitas 

terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai P value 0,034 lebih kecil dari 

0,05, dengan ini maka H4 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja. 

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja 
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Hasil dari uji path coefficient secara langsung pengaruh sistem pengendalian 

internal terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai P value 0,023 lebih kecil 

dari 0,05, dengan ini maka H5 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap 

kinerja. 

Tabel 4. 26 

Hasil Uji Path Coefficient Pengaruh Tidak Langsung 

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

 Kompetensi_ -> 
Kualitas Lap Keu_ 
-> Kinerja 
Pemerintah_ 

0,144 0,144 0,041 3,507 0,000 

Akuntabilitas_ -> 
Kualitas Lap Keu_ 
-> Kinerja 
Pemerintah_ 

0,086 0,087 0,042 2,055 0,040 

Faktor Politik_ -> 
Kualitas Lap Keu_ 
-> Kinerja 
Pemerintah_ 

0,114 0,112 0,046 2,481 0,013 

Regulasi_ -> 
Kualitas Lap Keu_ 
-> Kinerja 
Pemerintah_ 

0,517 0,524 0,067 7,727 0,000 

Sistem 
Pengendalian 
Internal_ -> 
Kualitas Lap Keu_ 
-> Kinerja 
Pemerintah_ 

0,171 0,170 0,061 2,808 0,005 

 

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil dari uji path coefficient secara tidak langsung pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai 

P value 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H6 diterima. Sehingga 
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dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi 

terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan. 

2. Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil dari uji path coefficient secara tidak langsung pengaruh regulasi 

terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai 

P value 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H7 diterima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara regulasi terhadap 

kinerja melalui kualitas laporan keuangan. 

3. Pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil dari uji path coefficient secara tidak langsung pengaruh faktor politik 

terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai 

P value 0,013 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H8 diterima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara faktor politik 

terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan. 

4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil dari uji path coefficient secara tidak langsung pengaruh akuntailitas 

terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai 

P value 0,040 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H9 diterima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas 

terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan. 

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja melalui Kualitas 

Laporan Keuangan 



94 
 

Hasil dari uji path coefficient secara tidak langsung pengaruh sistem 

pengendalian internal terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan 

menunjukkan bahwa nilai P value 0,005 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka 

H10 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja melalui kualitas laporan 

keuangan. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 

Variabel kompetensi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,036, maka nilai 

signifikansi variabel kompetensi lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

menandakan bahwa variabel Kompetensi (X1) berpengaruh positif terhadap 

Kinerja. Sehingga hipotesis pertama (H1) terdukung. 

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa 

responden dapat menyelesaikan tugas dengan baik dengan pengetahuan yang 

dimilikinya, tingkat pencapaian sebesar 88%, responden setuju bahwa responden 

mampu bekerja sama dengan keterampilan yang dimilikinya, tingkat pencapaian 

sebesar 90%, responden setuju bahwa responden selalu bekerja dengan 

menerapkan etika dan kode etik, tingkat pencapaian sebesar 92%, responden 

setuju bahwa responden memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas, 

tingkat pencapaian sebesar 92%, responden setuju bahwa semakin tinggi 
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semangat yang dimiliki maka semakin tinggi pula kesempatan untuk berprestasi, 

tingkat pencapaian sebesar 90%. 

Menurut stewardship theory, aparatur sebagai steward memiliki 

kewajiban untuk melayani masyarakat (principal) dengan baik dan kompeten 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya 

dimiliki oleh aparatur (Aprilya & Fitria, 2020). 

Pada penelitian ini Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Hal 

ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi seseorang maka akan semakin tinggi 

tingkat Kinerja Pemerintah. Kompetensi diidentifikasikan dengan mereka yang 

berkinerja lebih baik, lebih konsisten dan efektif daripada mereka yang rata-rata 

atau bahkan sama sekali tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Maka 

pegawai yang berkompeten akan meningkatkan Kinerja Pemerintah (Utama, 

2020).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermawan (2019) yang 

menyatakan bahwa kompetensi, pendelegasian wewenang, dan kepuasan kerja 

mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara pada Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta penelitian Utama (2020) yang 

menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah dan kompetensi pegawai 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah 

(2018) yang menyatakan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh langsung terhadap 

Kinerja. 

4.3.2 Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja 

Variabel Regulasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015, maka nilai 

signifikansi variabel Regulasi lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

menandakan bahwa variabel Regulasi (X2) berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

Sehingga hipotesis kedua (H2) terdukung. 

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa 

sosialisasi regulasi dari pusat maupun daerah sudah diberikan, tingkat pencapaian 

sebesar 89%, responden setuju bahwa responden memahami UU Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tingkat pencapaian sebesar 93%, 

responden setuju bahwa UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

sangat mudah dilaksanakan, tingkat pencapaian sebesar 94%, responden setuju 

bahwa instansi di tempat responden bekerja telah memberikan dukungan terhadap 

kemudahan pelaksanaan regulasi, tingkat pencapaian sebesar 91%, responden 

setuju bahwa regulasi pelayanan publik telah mendukung percepatan pelaksanaan 

pembangunan, tingkat pencapaian sebesar 90%. 

Berdasarkan teori stewardship, kontrak hubungan antara stewards dan 

principals atas dasar kepercayaan (amanah), steward bertindak kolektif sesuai 

dengan tujuan organisasi. Studi ini menjelaskan keberadaan pemerintah daerah 
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(steward) sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku untuk kebaikan masyarakat (principal) (Rizal & 

Hermanto, 2019). 

Pada penelitian ini Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi penerapan Regulasi yang memadai maka akan 

semakin tinggi tingkat Kinerja Pemerintah. Hal ini dikarenakan jika peraturan 

diterapkan dengan benar, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat 

akan terlaksanakan dengan benar atau transparan (Kuasa et al., 2016). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Idris & Konadi (2012) yang 

menyatakan bahwa semakin implementatifnya sebuah regulasi, maka akan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Kinerja yang berarti Regulasi 

berpengaruh positif terhadap Kinerja. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa Regulasi 

tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja. 

4.3.3 Pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja 

Variabel Faktor Politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034, maka 

nilai signifikansi variabel Faktor Politik lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

menandakan bahwa variabel Faktor Politik (X3) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. 

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa 

OPD tempat mereka bekerja telah mampu mengelola dan menggunakan dana 
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alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk memperkecil ketergantungan 

bantuan dari pemerintah pusat, tingkat pencapaian sebesar 86%, responden setuju 

bahwa responden telah menerapkan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tingkat pencapaian sebesar 86%, 

responden setuju bahwa adanya tuntutan terhadap laporan yang dihasilkan mesti 

dilaporkan dengan tepat waktu, akurat, dan akuntabel, tingkat pencapaian sebesar 

83%, responden setuju bahwa mereka menyediakan informasi keuangan yang 

transparan, tingkat pencapaian sebesar 88%. 

Menurut teori keagenan (agency theory), hubungan antara politisi dan 

masyarakat dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana masyarakat 

adalah prinsipal dan politisi adalah agen. Hubungan keagenan ini dapat 

menimbulkan masalah keagenan sehingga prinsipal mempunyai intensif untuk 

memantau perilaku agen. Rakyat mengharuskan pemerintah agar memberikan 

pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan sumber daya yang rakyat 

percayakan kepada pemerintah dengan mekanisme pelaporan keuangan secara 

periodik dan transparansi (Zenita et al., 2021). 

Merujuk pada penelitian Baber (1983) yang melakukan explanatory 

research untuk mengetahui pengaruh proses politik dalam keputusan untuk 

melaporkan informasi keuangan dalam laporan keuangan, penelitian tersebut 

mengasumsikan bahwa Setelah terpilih, politisi dapat mengabaikan perjanjian 

pra-pemilu tanpa takut akan pelengseran. Namun, perilaku oportunistik ini dapat 



99 
 

berkurang jika ada oposisi yang kuat yang menguasai kelompok di pemerintahan. 

Dalam hal ini, rival politik akan meminta untuk menginformasikan pendapat 

publik tentang penyimpangan tindakan pemerintah sehubungan dengan janji 

pemilu yang dibuat. Oleh karena itu, oposisi ini berfungsi untuk membendung 

penyimpangan kepentingan antara pemilih dan politisi. Akibatnya, politisi 

mungkin berkepentingan untuk menepati janji yang dibuat kepada pemilih jika 

mereka ingin terpilih kembali. 

Semakin tinggi faktor ini maka semakin tinggi tingkat persaingan politik 

dan semakin baik pula hasil kinerja yang dilakukan (Davici, 2018). Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang 

menyatakan bahwa Faktor Politik tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja. 

4.3.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja 

Variabel Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034, maka 

nilai signifikansi variabel Akuntabilitas lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

menandakan bahwa variabel Akuntabilitas (X4) berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. 

Berdasarkan hasil data, tingkat pencapaian responden sebesar 81% yang 

menyatakan bahwa terdapat teguran maupun sanksi kepada setiap pegawai 

apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas, tingkat pencapaian responden 

sebesar 82% yang menyatakan bahwa adanya sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen  dan prosedur administrasi yang memadai, tingkat 
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pencapaian responden sebesar 83% yang menyatakan bahwa terdapat 

pertanggungjawaban istansi terhadap proses penyusunan serta pelaksanaan 

program yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan, tingkat 

pencapaian responden sebesar 85% yang menyatakan bahwa terdapat 

pertanggungjawaban atas penetapan tujuan kebijakan yang berkaitan dengan 

kepentingan organisasi serta dampak yang ditimbulkan, tingkat pencapaian 

responden sebesar 84% yang menyatakan bahwa instansi tempat mereka bekerja 

mampu mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK 

kepada masyarakat. 

Menurut Stewardship Theory, selaku steward dalam hal ini adalah 

pemerintah dengan fungsi pengelola sumber daya dan yang menjadi principal 

adalah rakyat selaku pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin 

antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, 

kolektif sesuai tujuan organisasi (Jatmiko, 2020). Akuntabilitas merupakan 

kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (steward) untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi 

amanah (principal) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan 

maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut (Novatiani et al., 2019). 

Menurut Edowai et al. 2021, semakin baik pelaksanaan akuntabilitas 

maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Hal ini karena akuntabilitas 

merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk 

dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh 
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keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil 

kinerjanya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2020) yang menyatakan 

bahwa pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif 

terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Edowai et al. (2021) menyatakan 

bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Penelitian Novatiani et al. (2019) 

yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap 

kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Binawati & Badriyah (2022) 

menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

4.3.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja 

Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,023, maka nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal lebih kecil 

dari 0,05. Hasil penelitian ini menandakan bahwa variabel Sistem Pengendalian 

Internal (X5) berpengaruh positif terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis kelima 

(H5) terdukung. 

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa 

pimpinan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern serta 

melakukan pemriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan 
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barang, tingkat pencapaian sebesar 86%, responden setuju bahwa pimpinan telah 

melakukan anaisa resiko secara lengkap dan menyeluruh, tingkat pencapaian 

sebesar 87%, responden setuju bahwa setiap transaksi yang dilakukan memiliki 

bukti pendukung sebeum diakukan pencatatan, tingkat pencapaian sebesar 89%, 

responden setuju bahwa instansi telah menyediakan informasi secara tepat 

waktudan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat, tingkat 

pencapaian sebesar 87%, responden setuju bahwa saluran komunikasi 

berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, 

rekan, dan aparat pengawaasan intern dalam memberikan masukan signifikan, 

tingkat pencapaian sebesar 89%, responden setuju bahwa pimpinan selalu 

meninjau setiap hasi/reviu dan saran dari BPK/Inspektorat, tingkat pencapaian 

sebesar 89%. 

Dalam teori stewardship, dijelaskan bahwa sifat individu dapat 

berperilaku jujur kepada pihak-pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki 

integritas (Ikriyati & Aprila, 2019). Sistem pengendalian internal pemerintah 

dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan 

akan menghasilkan kinerja yang berkualitas untuk kepuasan prinsipal, oleh karena 

itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara mengontrol 

semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan (Yudhasena & Putri, 2019). 

Pada penelitian ini Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif 

terhadap Kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan Sistem 

Pengendalian Internal yang memadai maka akan semakin tinggi tingkat Kinerja 
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Pemerintah. Hal ini dikarenakan pengendalian internal mempermudah dalam 

menemukan atau menganilisis permasalahan-permasalahan yang mungkin akan 

timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga dapat menghasilkan Kinerja 

yang baik (Mokoginta et al., 2017). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudhasena & Putri (2019) yang 

menyatakan bahwa good government governance, pengendalian internal, dan 

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karangasem. Penelitian Fitdina Aprianto et al. (2020) 

menyatakan bahwa sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendaian 

internal berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah 

Daerah Kota Tangerang. Peneitian Utama (2020) menyatakan bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja. 

4.3.6 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan 

Keuangan dapat memediasi antara Kompetensi terhadap Kinerja melalui uji path 

coefficient secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa Kualitas 

laporan Keuangan memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja. 

Berdasarkan teori stewardship, aparat dapat dipercaya untuk bertindak 

sesuai dengan kepentingan publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan 
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kepadanya, sehingga pelayanan publik kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka steward 

(pembuat laporan keuangan) memiliki kompeten untuk mengarahkan semua 

kemampuan dengan mengefektifkan pengendalian internal dan teknologi 

informasi (Fauziyah, 2019). Dalam penelitian ini sumberdaya yang berkompeten 

akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual dan akan menghasilkan kinera yang baik 

(Kuasa et al., 2016). 

Jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka laporan 

keuangan akan mengalami minim kekeliruan. Dengan adanya pegawai yang 

kompeten, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan yang 

dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap tingginya Kinerja Pemerintah 

(Alminanda & Marfuah, 2018).  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang 

menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mempu memediasi antara 

kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja. 

4.3.7 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan 

Keuangan dapat memediasi antara Regulasi terhadap Kinerja melalui uji path 
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coefficient secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa Kualitas 

laporan Keuangan memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja. 

Berdasarkan teori stewardship, kontrak hubungan antara stewards dan 

principals atas dasar kepercayaan (amanah), steward bertindak kolektif sesuai 

dengan tujuan organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Pemerintah daerah (steward) 

menaati regulasi yang ditetapkan maka akan menciptakan pertanggungjawaban 

keuangan publik, hal ini akan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas 

dan menghasilkan kinerja yang baik (Idris & Konadi, 2012). 

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja 

pemerintah yang dihasilkan melalui kualitas laporan keuangan akan semakin baik. 

Hal ini dikarenakan semakin lengkapnya prosedur regulasi tentang pengelolaan 

keuangan daerah di setiap SKPD maka akan menjadi lebih mudah dalam 

menyusun laporan keuangan dan menghasilkan laporan yang berkualitas dan akan 

terhadap tingginya Kinerja Pemerintah (Kuasa et al., 2016). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang 

menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mempu memediasi antara 

kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja. 

4.3.8 Pengaruh peran Kualitas Laporan keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan 

Keuangan dapat memediasi antara Faktor Politik terhadap Kinerja melalui uji 
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path coefficient secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara Faktor Politik 

terhadap Kinerja. 

Berdasarkan teori keagenan (agency theory), hubungan antar politisi dan 

pemilih (voter) dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana voter 

adalah prinsipal dan politisi adalah agen (Zenita et al., 2021). Hubungan keagenan 

ini dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu asimetri informasi. Pelaporan 

keuangan melalui berbagai media yang dilakukan oleh politisi (agent) merupakan 

sebuah upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Hal 

ini bertujuan agar terciptanya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah 

untuk mengurangi asimetri informasi serta untuk mengawasi perilaku politisi 

(agent) dan menyelaraskan tujuan antara prinsipal dengan agen sehingga 

menciptakan kinerja yang baik (Davici, 2018). 

Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan 

transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada 

pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang 

berguna dalam upaya penerapan transparansi keuangan (Zenita et al., 2021). 

Dengan demikian penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat 

meningkatkan kualitas kinerja melalui laporan keuangan. Sejalan dengan 

penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan 
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keuangan mempu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik 

terhadap kinerja. 

4.3.9 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan 

Keuangan dapat memediasi antara Akuntabilitas terhadap Kinerja melalui uji path 

coefficient secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa Kualitas 

laporan Keuangan memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja. 

Hubungan teori stewardship terhadap penelitian ini adalah dapat 

menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah (steward) sebagai suatu lembaga yang 

dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat 

(principal). Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dalam membuat 

pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang 

akuntabel dan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan 

meningkatkan kinerja instansi (Jatmiko, 2020). 

Akuntabilitas yang terdefinisi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

terhadap kejelasan transaksi data melalui pembuktian tertulis atas pencatatan yang 

dilakukan secara actual agar terhindar dari kecurangan (Sastra et al, 2015). 

Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas suatu perangkat daerah, maka kinerja 

pemerintah daerah akan semakin baik melalui kualitas laporan keuangan. Hal ini 
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dikarenakan implementasi prinsip akuntabilitas akan mendorong nilai kualitas 

laporan keuangan menjadi meningkat dan berpengaruh terhadap tingginya kinerja 

pemerintah daerah (Edowai et al., 2021). 

4.3.10 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi 

hubungan antara Sistem Pengendalian Interal terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan 

Keuangan dapat memediasi antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja 

melalui uji path coefficient secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan 

bahwa Kualitas laporan Keuangan memediasi hubungan antara Sistem 

Pengendalian Internal terhadap Kinerja. 

Sistem pengendalian intern dikaitkan dengan teori stewardship 

menggambarkan sturktur yang memfasilitasi dan memberdayakan pengendalian 

intern menjadi efektif guna menghasilkan tingkat kemandirian keuangan yang 

baik. Sistem pengendalian intern yang efektif akan menjamin pelaporan keuangan 

yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, 

serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran 

(Dewi, 2017). 

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan 

proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi 

pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem 
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pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh 

bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah 

(Ikriyati & Aprila, 2019). Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, 

maka pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan 

mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah (Mahmudi, 2011). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisi data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

2. Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

3. Faktor Politik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

4. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

5. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

6. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Kompetensi terhadap Kinerja. 

7. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Regulasi terhadap Kinerja. 

8. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Faktor Politik terhadap 

Kinerja. 

9. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Akuntabilitas terhadap 

Kinerja. 

10. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Sistem Pengendalian Internal 

terhadap Kinerja. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian di antaranya: 
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1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner tanpa disertai wawancara atau 

pertanyaan lisan sehingga data yang diperoleh mungkin belum mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya. 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih baik menambah variabel lain 

yang mungkin mempengaruhi kinerja. 

2. Agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dengan didukung oleh 

teori yang kuat disarankan untuk lebih memperbanyak referensi penelitian 

yang mampu mendukung topik yang diteliti. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara 

kepada responden agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas populasi agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 
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A. Kinerja (Y) 

No Pertanyaan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Ekonomis 

1.  Setiap program 

kerja yang 

dilaksanakan 

dikelola secara 

ekonomis agar 

terhindar dari 

pemborosan. 

     

Efisiensi 

2.  Setiap program 

kerja yang 

dilaksanakan 

dikelola dengan 

anggaran secara 

efisien 

     

Efektivitas 

3.  Setiap program 

kerja yang 

dilaksanakan 

dikelola secara 

efektif sesuai 

dengan target 

yang 

direncanakan 

     

 

B. Kompetensi (  ) 

No Pertanyaan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 
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1.  Dengan pengetahuan yang saya miliki, saya 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik sesuai 

dengan peraturan dan prosedur kerja yang ada. 

     

Keterampilan (skill) 

2.  Dengan keterampilan yang saya miliki saya, 

mampu bekerja sama dengan rekan kerja. 

     

Konsep Diri (self concept) 

3.  Saya selalu bekerja dengan mengedepankan 

etika dan kode etik sebagai seorang pegawai. 

     

Sifat (traits)  

4.  Dalam bekerja, saya memiliki kepercayaan 

diri dalam menyelesaikan tugas. 

     

Motif (motives) 

5.  Semakin tinggi semangat yang saya miliki 

semakin tinggi pula kesempatan saya untuk 

berprestasi. 
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No Pertanyaan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Proses penyusunan regulasi 

1.  Sosialisasi penyusunan regulasi dari pusat 

maupun daerah yang berkaitan dengan aktivitas 

pembangunan daerah sudah diberikan. 

     

2.  Saya memahami UU Nomor 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. 

     

Penerapan regulasi 
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3.  UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik sangat mudah dilaksanakan. 

     

Keterkaitan antar regulasi 

4.  Instansi di tempat saya bekerja telah 

memberikan dukungan terhadap kemudahan 

pelaksanaan regulasi yang dikeluarkan 

pemerintah pusat. 

     

Evaluasi regulasi 

5.  Regulasi pelayanan publik dari pusat dan 

daerah telah mendukung percepatan 

pelaksanaan pembangunan. 

     

 

D. Faktor Politik (  ) 

No Pertanyaan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Ketergantungan pada pusat 

1.  OPD pada tempat saya bekerja telah mampu 

mengelola dan menggunakan dana alokasi 

umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) 

secara efektif dan efisien untuk memperkecil 

ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat. 

     

Ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan 

2.  Dalam bekerja, saya telah menerapkan PP No. 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

     

Tekanan dari pimpinan jabatan politik 

3.  Adanya tuntutan dari pimpinan terkait  laporan 

yang dihasilkan mesti disampaikan tepat 

waktu, akurat, dan akuntabel. 
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Pemberitaan akan transparansi 

4.  Dalam bekerja, saya menyediakan informasi 

keuangan yang transparan dan berdampak 

positif bagi SKPD. 

     

 

E. Akuntabilitas (  ) 

No Pertanyaan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Akuntabilitas hukum dan kejujuran 

1.  Instansi di tempat saya bekerja terdapat teguran 

maupun sanksi kepada setiap pegawai apabila 

terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas. 

     

Akuntabilitas manajerial 

2.  Instansi di tempat saya bekerja mampu 

menjamin adanya sistem informasi akuntansi, 

sistem informasi manajemen dan prosedur 

administrasi yang memadai. 

     

Akuntabilitas program 

3.  Instansi di tempat saya bekerja mampu 

mempertanggungjawabkan atas proses 

penyusunan serta pelaksanaan program yang 

sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah 

ditetapkan. 

     

Akuntabilitas kebijakan 

4.  Instansi di tempat saya bekerja mampu 

mempertanggungjawabkan atas penetapan 

tujuan kebijakan yang berkaitan dengan 

kepentingan organisasi serta dampak yang 

ditimbulkan. 

     

Akuntabilitas financial 
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5.  Instansi di tempat saya bekerja mampu 

mempublikasikan laporan keuangan yang sudah 

diperiksa oleh BPK kepada masyarakat. 
     

 

F. Sistem Pengendalian Internal (  ) 

No Pertanyaan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Lingkungan pengendalian 

1.  Pimpinan OPD selalu melakukan penilaian 

terhadap kualitas pengendaian intern serta 

melakukan pemeriksaan mendadak terhadap 

catatan akuntansi, fisik kas, dan barang. 

     

Penilaian resiko 

2.  Pimpinan telah melakukan analisis risiko 

secara lengkap dan menyeluruh terhadap 

kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap 

sistem akuntansi. 

     

Kegiatan Pengendalian 

3.  Setiap transaksi memiliki bukti pendukung 

sebelum dilakukannya pencatatan. 

     

Informasi dan Komunikasi  

4.  Informasi telah disediakan secara tepat waktu 

dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan 

korektif secara tepat. 

     

5.  Saluran komunikasi berkelanjutan telah 

dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan 

masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas 

intern dalam memberikan masukan signifikan. 

     

Pemantauan  
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6.  Pimpinan selalu meninjau setiap hasil/reviu 

dan saran yang diberikan oleh 

BPK/Inspektorat. 

     

 

G. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Z)  

No Pertanyaan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Relevan 

1.  Laporan keuangan di tempat saya bekerja 

telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan secara tepat waktu sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan saat ini. 

     

Andal 

2.  Informasi laporan keuangan di tempat saya 

bekerja telah disusun dengan jujur serta bebas 

dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan yang bersifat material. 

     

3.  Informasi laporan keuangan di tempat saya 

bekerja telah memenuhi kebutuhan para 

pengguna dari laporan keuangan pemerintah. 

     

Dapat dibandingkan 

4.  Informasi laporan keuangan di tempat saya 

bekerja selalu dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan periode sebelumnya. 

     

Dapat dipahami 

5.  Informasi laporan keuangan di tempat saya 

bekerja, disajikan dengan jelas dan sistematis 

sehingga dapat dipahami oleh pengguna. 
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Lampiran 3 

Rekap Kuesioner 

No 
Kompetensi TOTAL 

X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

1 5 5 5 5 5 25 

2 4 4 5 5 5 23 

3 4 4 5 5 4 22 

4 5 5 5 4 5 24 

5 4 4 5 5 4 22 

6 5 5 4 4 4 22 

7 4 4 4 5 5 22 

8 5 5 5 4 4 23 

9 5 4 5 5 5 24 

10 4 5 4 4 4 21 

11 4 4 4 4 5 21 

12 5 5 5 4 4 23 

13 5 4 5 5 4 23 

14 4 5 5 4 4 22 

15 4 4 5 4 4 21 

16 5 5 4 4 4 22 

17 4 4 5 5 5 23 

18 4 5 5 5 5 24 

19 4 4 4 5 5 22 

20 4 4 5 4 5 22 

21 4 5 5 4 5 23 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 5 5 4 4 22 

24 4 4 4 4 4 20 

25 5 4 4 4 5 22 

26 5 4 4 4 5 22 

27 4 4 4 5 4 21 

28 4 5 5 4 4 22 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 5 5 4 22 

31 5 5 5 5 5 25 

32 5 5 5 5 5 25 

33 4 4 5 4 5 22 

34 5 5 5 4 3 22 
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35 5 5 5 5 4 24 

36 4 4 4 5 4 21 

37 5 4 5 4 4 22 

38 5 5 5 5 5 25 

39 5 5 5 5 4 24 

40 4 4 4 5 5 22 

41 4 5 5 4 4 22 

42 5 5 4 4 5 23 

43 4 4 4 5 5 22 

44 5 5 5 5 5 25 

45 5 4 4 5 5 23 

46 5 5 5 5 5 25 

47 4 4 4 5 4 21 

48 5 5 5 5 5 25 

49 5 5 5 5 5 25 

50 5 5 5 5 5 25 

51 5 5 5 5 5 25 

52 4 5 5 5 5 24 

53 4 5 4 4 4 21 

54 4 5 4 4 4 21 

55 3 5 5 4 4 21 

56 4 4 4 4 5 21 

57 3 3 4 5 5 20 

58 5 5 5 5 4 24 

59 5 4 4 5 5 23 

60 5 4 4 5 5 23 

61 4 5 5 4 4 22 

62 5 4 4 4 5 22 

63 4 4 4 5 5 22 

64 5 5 5 4 4 23 

65 4 4 4 5 4 21 

66 4 4 4 5 4 21 

67 5 4 5 5 4 23 

68 4 5 5 5 5 24 

69 5 5 5 5 5 25 

70 5 4 4 5 5 23 

71 4 4 4 4 5 21 

72 5 5 5 5 4 24 

73 4 4 5 5 5 23 

74 5 5 5 5 5 25 

75 4 4 5 4 4 21 
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76 3 4 4 4 3 18 

77 3 4 4 4 3 18 

78 4 4 5 5 5 23 

79 5 5 5 5 5 25 

80 4 4 4 4 3 19 

81 4 5 5 5 5 24 

82 5 5 5 5 5 25 

83 3 4 5 5 5 22 

84 4 4 5 5 5 23 

85 5 5 5 5 4 24 

86 5 5 5 5 5 25 

87 5 5 4 3 5 22 

88 3 4 4 5 5 21 

89 5 5 5 5 5 25 

90 5 5 5 5 5 25 

91 4 5 5 5 4 23 

92 5 4 5 5 4 23 

93 4 4 4 4 4 20 

94 5 4 5 5 5 24 

95 5 5 5 5 5 25 

96 4 5 4 4 5 22 

97 4 4 5 4 4 21 

 

No 
Regulasi TOTAL 

X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

1 5 5 5 5 5 25 

2 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 4 20 

5 4 4 4 4 4 20 

6 4 4 4 4 4 20 

7 4 4 4 4 4 20 

8 5 5 5 5 5 25 

9 4 5 5 4 5 23 

10 4 4 4 4 4 20 

11 4 4 4 5 5 22 

12 4 4 4 4 5 21 

13 4 4 4 4 4 20 

14 4 5 5 5 4 23 
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15 3 3 3 4 4 17 

16 4 4 4 4 4 20 

17 3 3 3 4 4 17 

18 3 4 3 5 4 19 

19 4 3 4 5 5 21 

20 4 4 4 4 4 20 

21 4 4 4 4 4 20 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 5 4 4 21 

24 4 4 4 4 4 20 

25 4 5 5 4 5 23 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 5 5 4 5 23 

28 4 4 5 4 4 21 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 4 4 4 20 

31 4 4 5 5 5 23 

32 4 4 5 5 5 23 

33 4 4 4 4 4 20 

34 3 4 4 4 4 19 

35 4 4 5 4 4 21 

36 4 4 4 4 4 20 

37 4 5 5 5 5 24 

38 4 4 4 5 5 22 

39 5 4 5 5 5 24 

40 4 4 4 3 4 19 

41 4 4 4 4 4 20 

42 4 5 4 5 4 22 

43 4 4 4 4 4 20 

44 5 5 5 5 5 25 

45 4 5 5 4 4 22 

46 4 4 5 4 4 21 

47 4 4 4 4 4 20 

48 4 5 5 4 4 22 

49 4 4 5 5 5 23 

50 4 4 4 4 3 19 

51 4 4 4 4 4 20 

52 5 4 3 5 5 22 

53 4 4 4 4 4 20 

54 4 4 4 4 4 20 

55 3 2 3 5 4 17 
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56 4 5 4 4 4 21 

57 3 2 3 5 4 17 

58 4 5 5 4 5 23 

59 5 5 4 5 5 24 

60 4 4 3 4 4 19 

61 4 4 4 4 4 20 

62 4 4 4 5 4 21 

63 4 4 4 4 4 20 

64 5 5 4 5 5 24 

65 5 4 4 4 5 22 

66 5 5 5 4 5 24 

67 4 4 5 4 4 21 

68 4 4 4 5 4 21 

69 4 5 5 5 5 24 

70 4 4 4 5 5 22 

71 4 4 4 4 4 20 

72 4 5 5 4 4 22 

73 3 3 3 4 4 17 

74 4 3 3 4 4 18 

75 4 4 4 4 4 20 

76 3 3 3 4 4 17 

77 3 4 4 4 3 18 

78 4 4 4 4 4 20 

79 4 4 4 5 5 22 

80 4 4 4 4 4 20 

81 5 4 4 5 5 23 

82 4 4 4 5 4 21 

83 3 3 3 3 3 15 

84 4 4 4 4 4 20 

85 5 4 3 3 3 18 

86 5 4 4 5 5 23 

87 4 3 3 4 4 18 

88 4 4 4 4 4 20 

89 5 5 5 5 5 25 

90 4 4 4 4 5 21 

91 5 5 5 5 5 25 

92 4 4 4 4 4 20 

93 4 4 4 4 4 20 

94 4 4 4 4 4 20 

95 3 4 4 4 3 18 

96 4 5 5 4 4 22 
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97 4 4 4 4 4 20 

 

No 
Faktor Politik TOTAL 

X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

1 5 5 5 4 19 

2 4 4 5 5 18 

3 5 5 5 5 20 

4 5 5 5 5 20 

5 4 5 5 5 19 

6 4 4 4 4 16 

7 5 5 5 5 20 

8 4 4 5 5 18 

9 4 5 5 5 19 

10 5 5 4 4 18 

11 5 4 5 5 19 

12 5 4 4 5 18 

13 4 5 4 5 18 

14 5 5 4 5 19 

15 5 3 5 5 18 

16 5 5 5 5 20 

17 5 4 5 4 18 

18 5 5 5 5 20 

19 3 5 5 5 18 

20 5 5 5 4 19 

21 4 5 5 5 19 

22 5 5 5 5 20 

23 5 4 5 5 19 

24 4 5 5 5 19 

25 5 5 5 5 20 

26 5 4 4 5 18 

27 4 5 5 5 19 

28 4 5 4 4 17 

29 5 5 3 5 18 

30 5 5 5 5 20 

31 5 5 5 5 20 

32 5 5 5 5 20 

33 4 5 5 4 18 

34 3 5 3 5 16 

35 5 5 5 5 20 
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36 4 4 4 4 16 

37 5 5 5 5 20 

38 5 5 5 5 20 

39 4 5 5 5 19 

40 5 3 5 5 18 

41 4 5 5 5 19 

42 5 5 5 4 19 

43 5 5 5 5 20 

44 5 5 5 5 20 

45 4 5 5 5 19 

46 5 5 5 5 20 

47 5 5 4 4 18 

48 5 5 5 4 19 

49 5 5 5 4 19 

50 3 5 5 5 18 

51 5 5 5 5 20 

52 5 4 5 5 19 

53 4 4 4 4 16 

54 3 5 5 5 18 

55 5 5 5 5 20 

56 4 5 4 5 18 

57 5 5 3 5 18 

58 5 5 5 5 20 

59 5 5 5 5 20 

60 4 5 5 5 19 

61 5 5 4 5 19 

62 4 4 5 5 18 

63 5 5 4 4 18 

64 4 4 5 5 18 

65 4 4 5 5 18 

66 4 4 5 5 18 

67 5 4 4 5 18 

68 5 4 5 5 19 

69 5 5 5 5 20 

70 5 5 5 4 19 

71 5 5 5 4 19 

72 5 5 5 5 20 

73 5 5 5 5 20 

74 5 4 5 5 19 

75 4 4 5 5 18 

76 5 3 5 5 18 
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77 4 4 5 5 18 

78 4 5 5 4 18 

79 5 5 5 5 20 

80 5 4 5 5 19 

81 5 5 5 5 20 

82 5 4 4 5 18 

83 5 3 5 5 18 

84 3 3 5 5 16 

85 5 5 5 5 20 

86 5 5 5 5 20 

87 4 4 4 4 16 

88 5 5 5 4 19 

89 5 5 5 5 20 

90 5 5 5 5 20 

91 5 5 5 5 20 

92 5 5 5 5 20 

93 5 5 5 5 20 

94 4 5 5 4 18 

95 5 4 5 4 18 

96 4 5 5 4 18 

97 5 5 5 4 19 

 

No 
Akuntabilitas TOTAL 

X4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 

1 5 5 5 4 5 24 

2 5 5 5 5 5 25 

3 5 5 5 4 5 24 

4 4 5 5 5 4 23 

5 5 5 4 4 5 23 

6 4 4 4 4 4 20 

7 5 5 4 5 4 23 

8 5 5 5 5 5 25 

9 5 5 4 5 5 24 

10 5 5 5 4 4 23 

11 5 5 5 5 4 24 

12 5 4 4 5 4 22 

13 5 5 5 5 5 25 

14 4 4 5 5 4 22 

15 5 5 5 5 3 23 
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16 5 5 4 4 4 22 

17 4 4 5 5 4 22 

18 5 5 5 5 5 25 

19 5 5 5 5 5 25 

20 4 4 4 4 4 20 

21 4 4 5 5 5 23 

22 5 5 5 5 4 24 

23 5 5 5 5 5 25 

24 4 5 5 4 4 22 

25 4 4 4 5 5 22 

26 5 5 5 5 5 25 

27 5 5 5 5 5 25 

28 5 5 5 5 5 25 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 4 4 4 20 

31 5 5 5 5 5 25 

32 5 5 5 5 5 25 

33 4 4 5 4 4 21 

34 3 5 5 3 3 19 

35 5 5 5 4 5 24 

36 5 5 5 5 5 25 

37 5 4 5 4 4 22 

38 5 5 5 5 5 25 

39 5 5 5 5 5 25 

40 4 4 4 4 4 20 

41 4 4 5 5 5 23 

42 4 5 5 4 4 22 

43 4 5 5 5 4 23 

44 5 5 5 5 5 25 

45 5 5 5 4 4 23 

46 5 4 5 5 5 24 

47 5 4 4 4 4 21 

48 5 5 5 5 5 25 

49 5 5 5 5 4 24 

50 5 5 4 4 5 23 

51 5 5 5 5 5 25 

52 4 5 4 4 4 21 

53 4 4 4 4 4 20 

54 5 3 5 4 5 22 

55 3 5 5 5 3 21 

56 4 5 4 5 5 23 
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57 3 4 5 5 5 22 

58 4 5 5 5 4 23 

59 4 5 5 4 5 23 

60 5 5 4 4 4 22 

61 4 4 5 5 5 23 

62 5 5 5 5 5 25 

63 4 5 5 4 4 22 

64 4 5 5 5 5 24 

65 4 5 5 5 5 24 

66 4 5 5 5 5 24 

67 4 4 5 5 5 23 

68 4 5 5 4 4 22 

69 5 5 5 5 5 25 

70 4 4 4 4 4 20 

71 4 4 4 4 4 20 

72 4 4 5 5 4 22 

73 5 5 5 5 3 23 

74 5 5 5 5 5 25 

75 4 4 4 4 5 21 

76 4 4 4 4 5 21 

77 4 4 4 4 5 21 

78 5 5 4 4 4 22 

79 4 5 5 5 4 23 

80 4 5 5 4 4 22 

81 5 5 5 5 5 25 

82 4 4 4 4 4 20 

83 3 3 5 3 3 17 

84 4 5 5 4 4 22 

85 4 4 4 5 5 22 

86 5 5 5 5 5 25 

87 5 5 5 3 5 23 

88 4 4 4 5 5 22 

89 5 5 5 5 5 25 

90 5 5 5 5 5 25 

91 5 5 5 5 5 25 

92 4 4 4 4 4 20 

93 5 5 5 5 5 25 

94 4 5 5 4 5 23 

95 4 5 4 5 5 23 

96 4 5 4 5 4 22 

97 5 5 4 4 5 23 
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No 
SPI TOTAL 

X5 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 

1 5 5 5 5 5 4 29 

2 5 5 4 4 4 4 26 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 5 4 4 5 5 4 27 

5 5 5 5 4 4 4 27 

6 4 4 4 4 4 4 24 

7 4 4 4 4 4 4 24 

8 4 4 4 4 4 4 24 

9 4 5 5 4 5 5 28 

10 4 4 4 4 4 4 24 

11 4 4 5 4 4 5 26 

12 4 4 5 4 4 5 26 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 4 5 4 4 4 5 26 

15 4 4 4 4 4 4 24 

16 4 4 4 4 4 4 24 

17 4 4 4 3 4 5 24 

18 5 5 5 5 4 5 29 

19 5 5 5 5 5 5 30 

20 3 4 4 4 4 4 23 

21 4 4 4 4 4 4 24 

22 4 5 5 5 4 4 27 

23 5 5 4 4 4 4 26 

24 4 4 5 5 5 4 27 

25 5 5 4 4 4 4 26 

26 4 4 5 4 4 4 25 

27 4 4 5 4 4 4 25 

28 5 5 4 4 4 4 26 

29 3 3 4 4 4 4 22 

30 4 4 4 4 4 4 24 

31 5 5 5 5 5 5 30 

32 5 5 4 4 5 4 27 

33 5 5 4 5 5 4 28 

34 4 4 4 4 4 4 24 

35 5 5 5 5 5 5 30 

36 4 4 4 4 4 4 24 
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37 5 5 4 4 4 5 27 

38 4 5 5 5 5 5 29 

39 5 5 5 5 5 5 30 

40 4 3 4 4 4 4 23 

41 4 4 5 4 4 5 26 

42 4 4 4 4 4 4 24 

43 4 4 4 4 4 4 24 

44 5 5 5 5 5 5 30 

45 5 5 5 5 5 5 30 

46 5 4 4 5 5 5 28 

47 4 4 4 5 5 5 27 

48 4 5 4 4 4 4 25 

49 5 4 5 5 5 5 29 

50 5 5 5 5 5 5 30 

51 5 5 5 5 5 5 30 

52 5 5 4 5 4 5 28 

53 4 4 4 4 4 4 24 

54 4 3 5 4 4 5 25 

55 4 3 5 5 5 5 27 

56 4 4 5 4 4 4 25 

57 4 5 2 3 5 3 22 

58 5 5 5 5 5 5 30 

59 4 5 5 4 5 5 28 

60 4 4 4 4 4 4 24 

61 4 4 4 4 4 4 24 

62 4 5 5 4 4 5 27 

63 4 4 4 4 4 4 24 

64 4 5 5 4 4 5 27 

65 5 5 5 5 5 4 29 

66 5 5 5 4 4 5 28 

67 4 4 4 5 4 4 25 

68 4 5 5 4 4 5 27 

69 5 5 5 4 4 5 28 

70 5 4 5 5 4 5 28 

71 4 4 4 4 4 4 24 

72 5 5 4 5 5 5 29 

73 4 4 5 4 4 4 25 

74 4 4 4 4 4 4 24 

75 4 4 5 4 5 4 26 

76 3 3 4 4 4 4 22 

77 3 3 4 4 3 4 21 
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78 4 4 4 4 4 4 24 

79 5 5 5 5 5 5 30 

80 4 4 4 4 4 4 24 

81 5 5 5 5 5 5 30 

82 4 4 5 5 5 5 28 

83 3 3 3 4 3 5 21 

84 4 4 5 5 4 5 27 

85 4 4 4 4 4 4 24 

86 5 5 5 5 5 5 30 

87 3 4 4 4 4 4 23 

88 4 4 4 4 4 4 24 

89 5 5 5 5 5 5 30 

90 5 5 5 5 5 5 30 

91 4 4 4 4 4 4 24 

92 4 4 4 4 4 4 24 

93 5 5 5 5 5 5 30 

94 4 4 4 4 4 4 24 

95 5 4 5 4 4 4 26 

96 4 4 4 4 4 4 24 

97 4 4 5 4 5 5 27 

 

No 
Kualitas Lap Keu 

TOTAL 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

1 5 5 5 5 5 25 

2 5 5 5 5 5 25 

3 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 4 20 

5 4 4 4 4 4 20 

6 4 4 4 4 4 20 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 5 4 5 5 5 24 

10 5 5 4 4 5 23 

11 4 5 4 5 5 23 

12 4 4 4 5 4 21 

13 5 5 5 5 5 25 

14 5 5 5 4 5 24 

15 4 4 4 4 4 20 

16 4 4 4 4 4 20 
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17 4 5 4 4 4 21 

18 5 5 5 5 4 24 

19 5 4 5 5 5 24 

20 4 4 4 4 4 20 

21 4 4 4 4 4 20 

22 5 5 5 5 5 25 

23 5 5 4 4 4 22 

24 5 5 4 4 5 23 

25 5 4 4 5 5 23 

26 4 4 4 4 4 20 

27 5 5 4 4 4 22 

28 5 5 4 4 4 22 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 4 4 4 20 

31 5 4 5 5 5 24 

32 4 5 4 5 4 22 

33 4 4 4 4 4 20 

34 4 4 4 4 4 20 

35 5 5 5 5 5 25 

36 4 4 4 4 4 20 

37 4 4 4 4 4 20 

38 5 5 5 5 5 25 

39 5 5 5 5 5 25 

40 4 4 4 4 4 20 

41 4 4 4 4 4 20 

42 4 4 4 4 4 20 

43 5 5 4 4 4 22 

44 5 5 5 5 5 25 

45 5 5 5 5 5 25 

46 5 5 5 5 5 25 

47 4 4 4 4 4 20 

48 5 5 5 5 5 25 

49 5 5 5 5 5 25 

50 5 5 5 5 5 25 

51 5 5 5 5 5 25 

52 5 4 4 4 5 22 

53 4 4 4 4 4 20 

54 4 4 4 4 4 20 

55 5 5 4 5 4 23 

56 5 5 4 4 5 23 

57 3 3 2 2 4 14 
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58 5 5 5 5 5 25 

59 5 5 5 5 5 25 

60 5 5 5 5 5 25 

61 4 4 4 4 4 20 

62 4 4 4 4 4 20 

63 4 4 4 4 4 20 

64 5 4 5 5 5 24 

65 5 5 5 5 5 25 

66 5 5 5 5 5 25 

67 5 5 5 4 4 23 

68 5 5 4 5 4 23 

69 5 5 5 5 5 25 

70 4 4 4 4 4 20 

71 4 4 4 4 4 20 

72 4 4 5 4 5 22 

73 5 5 5 5 5 25 

74 4 4 4 4 4 20 

75 4 4 4 4 4 20 

76 4 4 4 4 4 20 

77 4 4 4 4 4 20 

78 4 4 4 4 4 20 

79 5 5 5 5 5 25 

80 4 4 4 4 4 20 

81 5 5 5 5 5 25 

82 5 5 5 5 5 25 

83 4 4 3 3 3 17 

84 4 4 4 4 4 20 

85 4 4 4 4 4 20 

86 4 4 4 4 4 20 

87 4 4 4 4 4 20 

88 4 4 4 4 4 20 

89 5 5 5 5 5 25 

90 5 5 5 5 5 25 

91 5 5 5 5 5 25 

92 4 4 4 4 4 20 

93 5 5 5 5 5 25 

94 4 4 4 4 4 20 

95 4 4 4 4 4 20 

96 4 4 4 4 4 20 

97 5 4 4 4 4 21 
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No 
Kinerja 

TOTAL 
Y1 Y2 Y3 

1 5 5 5 15 

2 5 5 4 14 

3 4 4 5 13 

4 5 5 5 15 

5 4 5 5 14 

6 4 4 4 12 

7 4 4 5 13 

8 5 5 5 15 

9 5 5 5 15 

10 4 4 4 12 

11 4 5 5 14 

12 5 5 5 15 

13 5 5 5 15 

14 5 5 5 15 

15 5 5 5 15 

16 4 4 4 12 

17 4 4 5 13 

18 5 5 5 15 

19 5 5 5 15 

20 5 4 4 13 

21 4 4 4 12 

22 4 4 4 12 

23 5 5 5 15 

24 5 5 5 15 

25 5 4 5 14 

26 4 4 5 13 

27 4 5 5 14 

28 5 5 4 14 

29 4 4 4 12 

30 4 4 4 12 

31 4 4 5 13 

32 5 5 5 15 

33 5 5 5 15 

34 4 4 4 12 

35 5 5 5 15 

36 4 4 4 12 

37 5 5 5 15 

38 5 5 5 15 

39 5 5 5 15 
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40 5 5 4 14 

41 4 5 4 13 

42 4 4 5 13 

43 5 5 5 15 

44 5 5 5 15 

45 5 5 5 15 

46 5 5 5 15 

47 5 4 4 13 

48 5 5 5 15 

49 5 5 5 15 

50 5 5 5 15 

51 4 5 5 14 

52 5 5 5 15 

53 4 4 5 13 

54 5 5 4 14 

55 4 3 5 12 

56 4 4 4 12 

57 3 4 4 11 

58 5 5 5 15 

59 5 5 5 15 

60 5 4 4 13 

61 5 5 5 15 

62 5 5 5 15 

63 4 4 4 12 

64 5 5 4 14 

65 5 5 5 15 

66 5 5 5 15 

67 5 4 4 13 

68 5 4 4 13 

69 5 5 5 15 

70 5 5 4 14 

71 5 5 5 15 

72 5 5 5 15 

73 5 5 5 15 

74 5 5 5 15 

75 4 5 5 14 

76 4 4 4 12 

77 4 4 4 12 

78 4 4 4 12 

79 5 5 5 15 

80 4 4 4 12 
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81 5 5 5 15 

82 5 5 5 15 

83 4 4 4 12 

84 4 5 5 14 

85 5 5 4 14 

86 5 5 5 15 

87 4 4 4 12 

88 4 4 4 12 

89 5 5 5 15 

90 5 5 5 15 

91 5 5 5 15 

92 4 4 4 12 

93 5 5 5 15 

94 4 4 4 12 

95 5 5 5 15 

96 5 5 5 15 

97 5 4 4 13 

 

Max  95 Intrval = 5 
 Min 81 Range = 81-85 rendah 

Max-Min 14,00 
 

86-90 sedang 

   
91-95 tinggi 

 

Kompetensi 

No 

Instrumen 

Penelitian 

T Idx Kriteria 

TCR 

STS TS N S SS % 

1 0 0 6 46 45 88 Sedang 

2 0 0 1 48 48 90 Sedang 

3 0 0 0 37 60 92 Tinggi 

4 0 0 1 38 58 92 Tinggi 

5 0 0 4 39 54 90,31 Sedang 

Rata-rata 90 Sedang 
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Regulasi 

No 

Instrumen 

Penelitian 

T Idx Kriteria 

TCR 

STS TS N S SS % 

1 0 0 4 43 50 89 Sedang 

2 0 0 2 29 66 93 Tinggi 

3 0 0 0 30 67 94 Tinggi 

4 0 0 3 37 57 91 Tinggi 

5 0 0 5 38 54 90,10 Sedang 

Rata-rata 92 Tinggi 

 

Faktor Politik 

No 

Instrumen 

Penelitian 

T Idx Kriteria 

TCR 

STS TS N S SS % 

1 0 0 27 15 55 86 Sedang 

2 0 0 29 10 58 86 Sedang 

3 0 0 25 31 41 83 Rendah 

4 0 0 0 57 40 88 Sedang 

Rata-rata 86 Tinggi 

 

Akuntabilitas 

No 

Instrumen 

Penelitian 

T Idx Kriteria 

TCR 

STS TS N S SS % 

1 0 0 11 72 14 81 Rendah 

2 0 2 8 66 21 82 Rendah 
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3 0 0 13 58 26 83 Rendah 

4 0 0 3 65 29 85 Rendah 

5 0 0 5 63 29 84,95 Rendah 

Rata-rata 83 Rendah 

 

Sistem Pengendalian Internal 

No 

Instrumen 

Penelitian 

T Idx Kriteria 

TCR 

STS TS N S SS % 

1 0 0 6 55 36 86 Sedang 

2 0 0 7 49 41 87 Sedang 

3 0 1 1 49 46 89 Sedang 

4 0 0 2 61 34 87 Sedang 

5 0 0 1 53 43 89 Sedang 

6 0 0 1 53 43 88,66 Sedang 

Rata-rata 88 Sedang 

 

Kualitas Laporan Keuangan 

No 

Instrumen 

Penelitian 

T Idx Kriteria 

TCR 

STS TS N S SS % 

1 0 0 1 48 48 90 Sedang 

2 0 0 1 52 44 89 Sedang 

3 0 1 1 58 37 87 Sedang 

4 0 1 1 55 40 88 Sedang 

5 0 0 1 55 41 88 Sedang 

Rata-rata 88 Sedang 
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Kinerja Pemerintah Daerah 

No 

Instrumen 

Penelitian 

T Idx Kriteria 

TCR 

STS TS N S SS % 

1 0 0 1 35 61 92 Tinggi 

2 0 0 1 35 61 92 Tinggi 

3 0 0 0 35 62 93 Tinggi 

Rata-rata 93 Tinggi 
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Lampiran 4 

Hasil Pengujian 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid Laki-laki 60 61,9 

Perempuan 37 38,1 

Total 97 
100,0 

 

Usia 

 Frequency Percent 

Valid 36-45 tahun 19 19,6 

>46 tahun 78 80,4 

Total 97 
100,0 

 

Pend. Terakhir 

 Frequency Percent 

Valid D3 5 5,2 

S1 24 24,7 

S2 59 60,8 

S3 9 9,3 

Total 97 
100,0 

 

Latber Pend. 

 Frequency Percent 

Valid Akuntansi 11 11,3 

Manajemen 46 47,4 

Lainnya 40 41,2 

Total 97 
100,0 

 

Jabatan 
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 Frequency Percent 

Valid Pimpinan 26 26,8 

Sekretaris 23 23,7 

Kabag/Kabid 8 8,2 

Kasubag/Kasubid 40 41,2 

Total 97 
100,0 

 

Lama Bekerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-25 tahun 33 34,0 34,0 34,0 

>25 tahun 64 66,0 66,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

CONVERGENT VALIDITY 

  

 

Kom

pete

nsi_ 

Akunta

bilitas_ 

Faktor 

Politik_ 

Kinerja 

Pemerinta

h_ 

Kualitas 

Lap Keu 

Reg

ulasi

_ 

Sistem 

Pengendalian 

Internal_ 

X1.

1 

0,88

9 
            

X1.

2 

0,88

3 
            

X1.

3 

0,86

8 
            

X1.

4 

0,86

9 
            

X1.

5 

0,87

6 
            

X2.

1 
          

0,84

0 
  

X2.

2 
          

0,83

3 
  

X2.

3 
          

0,88

1 
  

X2.           0,88   
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4 0 

X2.

5 
          

0,82

3 
  

X3.

1 
    0,881         

X3.

2 
    0,886         

X3.

3 
    0,890         

X3.

4 
    0,892         

X4.

1 
  0,912           

X4.

2 
  0,926           

X4.

3 
  0,890           

X4.

4 
  0,909           

X4.

5 
  0,880           

X5.

1 
            0,853 

X5.

2 
            0,864 

X5.

3 
            0,867 

X5.

4 
            0,869 

X5.

5 
            0,825 

X5.

6 
            0,859 

Y1       0,867       

Y2       0,881       

Y3       0,827       

Z1         0,835     

Z2         0,817     

Z3         0,857     

Z4         0,825     

Z5         0,836     
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DISCRIMINANT VALIDITY 

Heterotrait-

Monotrait 

Ratio (HTMT) 

               

  

 

Kom

peten

si_ 

Akun

tabilit

as_ 

Fakto

r 

Politi

k_ 

Kinerja 

Pemerin

tah_ 

Kualit

as Lap 

Keu 

Reg

ulas

i_ 

Sistem 

Pengendalia

n Internal_ 

 Kompetensi_               

Akuntabilitas

_ 
0,977             

Faktor 

Politik_ 
0,791 0,851           

Kinerja 

Pemerintah_ 
0,850 0,769 0,666         

Kualitas Lap 

Keu 
0,811 0,765 0,749 0,811       

Regulasi_ 0,689 0,798 0,834 0,619 0,745     

Sistem 

Pengendalian 

Internal_ 

0,689 0,669 0,894 0,730 0,813 
0,6

31 
  

 

COMPOSITE RELIABILITY 

  
Cronbach's 

Alpha 

rho_

A 

Composite 

Reliability 

 Kompetensi_ 0,925 0,925 0,943 

Akuntabilitas_ 0,944 0,944 0,957 

Faktor Politik_ 0,910 0,910 0,937 

Kinerja Pemerintah_ 0,821 0,823 0,894 

Kualitas Lap Keu 0,891 0,892 0,920 

Regulasi_ 0,905 0,907 0,930 

Sistem Pengendalian 

Internal_ 
0,927 0,927 0,943 

 

AVERAGE VARIANCE EXTRACTED 
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  Average Variance Extracted (AVE) 

 Kompetensi_ 0,769 

Akuntabilitas_ 0,816 

Faktor Politik_ 0,787 

Kinerja Pemerintah_ 0,737 

Kualitas Lap Keu 0,696 

Regulasi_ 0,726 

Sistem Pengendalian Internal_ 0,733 

 

COEFFIECIENT OF DETERMINATION 

  R Square R Square Adjusted 

Kinerja Pemerintah_ 0,954 0,951 

Kualitas Lap Keu 0,961 0,958 

 

UJI HIPOTESIS 

  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

 Kompetensi_ -

> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,118 0,117 0,056 2,102 0,036 

Akuntabilitas_ 

-> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,089 0,092 0,042 2,123 0,034 

Faktor Politik_ 

-> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,113 0,112 0,053 2,121 0,034 

Regulasi_ -> 

Kinerja 

Pemerintah_ 

0,225 0,232 0,093 2,429 0,015 

Sistem 

Pengendalian 

Internal_ -> 

Kinerja 

Pemerintah_ 

0,133 0,137 0,058 2,286 0,023 

 

  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 
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(STDEV) 

 Kompetensi_ -> 

Kualitas Lap Keu_ 

-> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,144 0,144 0,041 3,507 0,000 

Akuntabilitas_ -> 

Kualitas Lap Keu_ 

-> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,086 0,087 0,042 2,055 0,040 

Faktor Politik_ -> 

Kualitas Lap Keu_ 

-> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,114 0,112 0,046 2,481 0,013 

Regulasi_ -> 

Kualitas Lap Keu_ 

-> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,517 0,524 0,067 7,727 0,000 

Sistem 

Pengendalian 

Internal_ -> 

Kualitas Lap Keu_ 

-> Kinerja 

Pemerintah_ 

0,171 0,170 0,061 2,808 0,005 
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Lampiran 5 

Surat-surat 
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Lampiran 6 

Pendukung 
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